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ABSTRAK

Skripsi 9engan judul Tinjauan Hukum Positif 9an Hukum PiSana Islam
Terhadap Tin92k Pidana Pencurian Terhadap Kotak Amal 9i warung (Studi
Putusan No. 711/Pid.B/2020/PN. S95.) merupakan hasil penelitian kepustakaan
untuk menjawab pertanysan Bagaimana pertimbansan hukum hakim terhaﬁap
penyesusian tindak pidana ringan berdSasarkan perms no 2 tahun 2012 padas
putusan nomor 71/Pid.B/2020/PN.S9% dan bagsimana Tinjsuan Hukum Acara
Islam  (Fikih murafsat) pa9  putusan Pengadilan  Sidosrjo  No
71/Pi9.B/2020/PN.S92 tentang Pencurian Ringan

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatife yang memfokuskan atau menitikberatkan kajian pada kualitas
9ari norma hukum itu sendiri 9ibandingkan dengan banysknya data. Penelitian ini
menggunakan data yang diperoleh dari kajian kepustakaan Sengan teknik bedzh
pustaka, dokumentasi. Data yang dikumpulkan merupakan 9ata yang berhubungan
dengan hukum acara, yskni berupa bzhan hukum primer 9an bzhan hukum
sekunder. Setelah terkumpul, 9ata dianalisis dengan menggunakan teknik analisis
eskriptif.

Hasil 9ari penelitisn ini menyimpulkan bahwa pa®s putusan nomor
71/Pi9.B/2020/PN.S8 Pengadilan Negeri SiSoarjo menggunskan pertimbangsn
an 9asar hukum 9alam putusan tindak pidana ringan dengan hukum acara bissa
ini seharusnys 29alah mengedepankan asas cepat, sederhana, 9an bisys ringen,
serta mengerjakan tuges sesusi dengan wewenang dari pengadilan. Selanjutnys
fikih  murafsat lebih memiliki relevansi terha®ap putusan  nomor
71/Pi9.B/2020/PN.S92.sedangkan Perma No 2 tahun 2012, ti%sk memiliki
relevansi dengan putusan nomor 711/Pi9.B/2020/PN.S%s. kemudian pada proses
analisis yang menggunakan dus perspektif tentu akan menimbulkan persamaan 9dan
perbedaan, persamaan yang paling menonjol 9ari kedus perspektif tersebut
adalah sama-sama menjadi penegak hukum materiil, 92n perbedaan 9ari keSuanya
adslah objek kajiannys, fikih murafsat merupakan bentuk hukum formil 9ari
hukum pidana islam, sedangkan hukum acara cepat yang mengacu pads Perma No
2 tahun 2012 merupakan hukum formil pada hukum pidana positif.

Selaras 9engan kesimpulan 9i atas, maka pihak penegak hukum diharapkan
lebih jeli 9an teliti 9alam menanganai perkara, termasuk dalam pemilihan pasal
yang akan did9akwakan pada sustu perkara 9an untuk terlaksananya perma no. 2
tahun 2012 hendaknya para penegsk hukum saling berkoordinasi 9engan lebih baik
dari penyelidik, penyidik, hingge pihak pengadilan.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia mempunyai 2 (Jua) jenis aturan hukum pidana yang
merupakan hukum piSana materiil 9an hukum piSana formiil. Hukum pidana
materiil ysitu aturan tentang perbuatan yang dilarang 9an diharuskan.
Barang sispa melanggar hukum piSana materill maka Oiancam Oengan
hukuman atau pemidanaan. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara
pidana islah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang berhubungan
dengan tata cara aparat penegak hukum melaksanakan 9an mempertahankan
hukum pi%ana materiil yang v?ilansjsjar'.1 Dengan kata lain hukum pidana
materiil ialah peraturan mengenai perilaku menyimpang yang Japat merugikan
9an meresahkan banyak orang yang Oiatur dalam Kitab UnSang-Undang
Hukum 7Pidana (KUHP). Sedangkan hukum piSana formiil ialah aturan
mengenai jalannya penyidikan, penyelidikan, penuntutan, hinggs sampsi pada
jatuhnya putusan sebagaimana telah Oitetapkan 9an Sistur 9alam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mengenai yang akan kita bshas yakni pencurian, pencurian 29alah

" Umar Sai8 Sugiarto, Pengantar Hukum InSonesia (Jakartas Sinar Grafika, 2013), 330
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perilaku menyimpang atau tindskan kejshatan Sisebut jugs sebagsi tindak
pidana. Tindak pidana pencurian ysitu perbustan mengambil barang atau
harta miltk orang lain 9engan niat untuk Oikusssi. Pasal 362 KUHP

me nyatakan:

“Barang siapa mengambil sustu benda yang seluruhnys atau sebagian
milik orang lain, dengan maksud untuk Similiki secars melawan hukum,
diancam karena pencurian, dengan pidana penjars paling lama 5 tahun

atau dends paling banyak Sembilan ratus rupish”’

Dalam ranska mencapal tujuan hukum, apoarat penesak hukum
berkewajiban menangani kejahatan 9engan tepat.Tujusn setizp hukum itu
meliputi Gerechtikeit (keadilan), Zweckmassigkeit (kemanfaatan), dan

Rechtssicherheit (kepastian hukum).?

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memuat
Yefinisi hukum acara secars menyeluruh atau Setail. Namun, dalam KUHAP
tersebut disebutkan rentetan bagian prosesnya seperti penyidikan,
penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upays hukum,

. o s 4
penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penszhanan, 9an lain-lain.” Hukum
acara pidana ini memiliki tujusn mencari kebenaran materiil, yakni kebenaran
yang lengkap 9ari sustu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum

acara secara tepat sehinggs dapat ditemukan pelaku yang dapat didakwakan

? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Grahamedia Press.574

* Dwi Henanta, Menanggapi Tujuan Pemidanaan 9alam Perkars Pencurian Ringan (Bandung
Mandar Maju, 2017),6

* Andi Homzah, Hukum Acara Pidana Indonesis (Jokarta: Sinar Grafike, 2009), 4

vou
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9ari suatu tindakan kejshatan atau pelanggeran.’

Dalam KUHAP terdapat 3 cars Jalam proses pemeriksaan perkara
yaknis pemeriksaan singkat, pemeriksaan cepat 9an pemeriksaan biasa. 2 (Su2)
ari  tige pemeriksaan tersebut memiliki batasan 9alam  proses
pemeriksaannya, sementara yang tersisa (proses pemeriksaan biasa) tidak
memiliki batasan secara jelas. Dalam pasal 302 ayat (1) KUHAP Sisebutkan

bahwa

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara
kejahatan atau pelanggaran yang tidsk termasuk d2lam ketentusn pasal
205 KUHP 9an ysng menurut penuntut umum pembuktian serta

penerapan hukumnya mudzh 9an sifatnys sederhana”®

Bisa diartikan bshwa proses pemeriksaan secara singkat bergantung
pada penuntut umum sebagai penentu apaksh perkara tersebut memiliki
unsur penerapan hukum yang mudsh 9an bersifat sederhana atau tidask.
Sedangkan tindsk pidana ringan atau perkara yang termasuk 9alam proses
pemeriksaan cepat adalah tindak pidana yang dimana hanya mendapatkan
ancaman maksimal 3 (tiga) bulan pidana penjara dan/atau denda sebanysk
tujuh ribu lime ratus sebagaimana Oikatakan 9alam pasal 205 ayat (1)

KUHAP.

A%spun yang bisa Jjadi tindsk pidsna ringan seperti pencurian,

5
1bid.,8
® Andi Homzah, Hukum Acars Pidana Indonesis.,238
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penadahan, penggelapan, 9an penghinaan. Dan termasuk juge pelanggaran
lalu lintas. 2 (Sua) hal tersebut menjadi garis besar 9alam proses
pemeriksaan cepat. Pemberlakuan KUHAP secara nasional terjadi pada 29
september tahun 1958 yang sudsh cukup lampau. Perubshan nilai mata uang
9an kurs Oolar mengskibatkan terjadi kesenjangan pada hal nominal

pencurian ringan 9an nominal denda yang dijatuhkan.’

Ads 3 (tiga) macam pencurian 9idalam KUHP pasal 362, 363, 9an
364 yakni pencurian biasa, pencurian yang memberatkan 9an pencurian ringan.
Oleh karenanya Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No 2 tzhun 2012
tentang penyesusian batasan tindak pidana ringan dan jumlah Sends Salam
KUHP. Pembacaan nominal Sua ribu lime ratus menjadi dus juta lima ratus

telah diatur 9alam Pasal 1 Perma No 2 Tahun 2012 bahwa?

“Kata-kata dua ratus lima puluh rupish 9alam pasal 364, 373, 379,
384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000- (Sus juts

lima ratus ribu r'upiah)”8

Apabila terjadi delik pencurian dengan nilai harga benda atau jumlah
harta 9i bawah Sus juta lima ratus rupizh, maks 9ianggap sebagai Tindak
Pidana Ringan (tipiring) 9engan catatan catatan tertentu. Pasal 364
menggambarkan bangunan dengan bangunan rumsh. Akan tetapi secars luss

‘rumah’ i sini bisa bermakna apa saja seperti kantor, toko, masji® atau lain

" Duwi Handoko, Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik 93l3m KUHP (Pekanbarus Hawa 9an Ahwa,
2016), 13

® Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesusian Batasan Tindak Pidana
Ringan 9an Jumlah Denda 9alam KUHP

XX



sebagainya yang digunskan sebagai tempat untuk tidur, maskan, mandi
berhinggap 9an sejenisnys. Kemudian yaskni pencurian tersebut ¥dilakukan
tanpa merusak seperti merusak kunci, gembok, melompati pagar atau

sejenisnya, pads intinya tidak berusaha untuk masuk dengan cars memaksa.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan salah satu produk
hukum yang ¥dikeluarkan oleh Mshkamah Agung berksitan dengan Hukum
Acara. Untuk menangani suatu perkara lembaga Peradilan tidak bisa terlepas
dari penyelidikan 9an penyidikan. Pencurian ringan merupakan salah satu
obyek yang dibshas 9alam PERMA No 2 Tahun 2012. Menangani pencurian
ringan ini, proses pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan acara
cepat. Dalam hal ini ketus pengadilan menugaskan hakim tunggal untuk
menangani pencurian ringan 4 mana perkara ini dilimpahkan langsung oleh

penyidik tanpa melalui penuntut umum.

Berksitan dengan Oelik pencurian ringan, terSapat putusan
Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 71/Pid.B/2020/PN.S%. yang menarik
untuk Oiznalisis. Dijelaskan bshwa 292 seseorang (terpidana) atas namas
Mohamma® TRizky Firmansysh (31 Tahun) 9alam putusan tersebut telsh
mengambil sebush kotak amal yang terletak dibawah meja 9i 9alam sebuzh
warkop roti bakar Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten
Sidoarjo, kotak amal tersebut 9alam keadaan terkunci. delik diatas
9idakwakan oleh penuntut umum dengan menggunakan pasal 362 KUHP.

Setelah dilaksanakannya proses persidangan tersangka Mohammad® Rizky

xXi



Firmansysh 9ijatuhi hukuman pidana penjara selame 6 (enam) bulan.
Permasalahannys ketus Pengadilan Negeri Sidoarjo tidsk segera memberi
perintah untuk menggunskan proses pemeriksaan cepat. Sehinggs majelis
hakim pun tetap melanjutkan proses persidangan atau proses pemeriksaan

biasa.

Fikih Jinaysh a9slah peraturan yang dimiliki agama Islam 9alam
mengatur kejzhatan publik. Islam mempunyai Syari’atnya sendiri untuk
melindungi hak kepemilikan termasuk harta. Diantara peraturan yang
ditegaskan oleh Allah SWT berkaitan dengan kepemilikan harta adalzah surat
Al-Mai9ah ayat 38°

Al 7 Al e UISS S oy 2l3e ol Tahas 6 a8 lully 25, udlly

“lakidaki yang mencuri 9an perempusn ysng mencuri, potonglah tangan

keSuanys (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereks kerjakan 9an sebagai
siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”’

Allah SWT ti9ak main main 9alam hal larangan mencuri. Sudzh sangat
jelas tertulis 92lam ayat tersebut diatas akan Sipotong tangsnnys bagi
siapapun baik itu laki [aki maupun perempuan apabila mereks mencuri. Ayat
diatas ialah salah satu 9asar bshwa umat Islam jugs memperhatikan tingkah

laku penganutnya.

A9 Suz jenis pencurian dalam Islam ysitu Hirabah dan Sarigsh.
Hirabah yang berarti pencurian berat, sustu tindakan merampas harta milik

orang lain secara terangterangan, memberi ancaman, bahkan melukai Sengan

° Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Indonesia (Surabays: Duta Ilmu, 2009),152
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maksu® untuk menguasai sepenuhnya, Sedangkan Sariqah yang berarti
pencurian ringan, yaitu tindakan mengambil harta milik orang lain 9engan
maksud untuk memiliki 9an dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan

pemiliknya.10

Hukuman yang dijatuhkan pada pelaku Hirabah disesusikan dengan

bagaimana pelaku melakukan tindakan Hirabah, yaknis

1. Dibunuh 9an Sisalib, apabila pelaku membunuh 9an merampok

hartanya.
2. Dibunuh, apabila pelaku membunuh tanpa mengambil hartanya.

3. Dipotong tangan kanan 9an kaki kiri, apabila pelaku mengambil

harta yang sudah satu nisab tanpa membunuh pemilik harta.

4. Hukuman Takzir berupa penjara, apabila pelaku hanys menakut-

nakuti saja.

Apabila pelaku Hirabah bertobat sebelum tertangkap maka bisa gugur
suatu hukuman yang itu merupakan hak Allah SWT, sedangkan hak manusia
tetap harus dilakukan. Maka ketika pelaku Hirsbah mengambil harta 9an
membunuh, maka gugur baginga hukuman 9ibunuh 9an disalib. Akan tetapi
pelaku memiliki kewa jiban mengembalikan harta yang telah Siambil. Wali 9ari

korban Jarimah Hirabsh wajib memaafkan atau mengambil gisas."

' Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Prenads Media Grup, 2019), 63
"
1bi9, 76

1



Hukuman yang dijatuhkan pada Jarimah Sarigah bisa Hzd 9an bisa
juga Takzir. Penjatuhan hukuman tersebut dilihat dari nomial harta yang
ficuri. Apabila harta tersebut mencapai seperempat dinar maka pencuri
dijatuhi hukuman potong tangan. Apabila harta yang icuri itu tid%2k mencapai

nisab seperempat dinar maka pencuri dijatuhi hukuman Takzir.”

Dalam hal penjatuhan hukuman, Hukum Acara islam memiliki peSoman
9alam memutuskan suatau perkara. Hukum yang diucapkan oleh hakim yang
ditunjuk memiliki keharusan untuk dilaksanskan bagi orang yang terhukum.
Maka yang diucapkan oleh hakim tersebut kemudian menjadi sebush putusan.

Putusan hakim bisa berupa tulisan, perkataan dan per‘buai:an.13

Seorang hakim memiliki kewenangan untuk menyimpangi ketentusn
hukum tertulis yang telsh lampau ysng berskibat ti9sk sesusi dengan
kea9aan zaman sehinggs berakibat kurang mampu memenuhi rasa kea®dilan
masyarakat. Hal itu Sapat dilaksanakan engan ketentuan hakim memandang

pertimbangan hukum secara jelas 9an tajam serta meninjau berbagai aspek

kehiSupan hukum."

Dalil-9alil yang membolehkan mengubsh putusan 9an tempatnys i
antaranys Salil yang menunjukkan bahwa para fuqaha telah menaenal proses
yang dilalui untuk menyalahkan suatu putusan. Di antaranys apabila suatu

putusan berlawanan dengan [jma’, berlawanan 9engan kaidah-kaidah Kulliyah,

2
Ibig.70

® Teungku Muhamma®d Hosbi Ash Shiddieqy. Peradilan Dan Hukum Acars Islsm (Semarang: PT

Pustaka Rizki Putrs,1997), 61

" Ahma9 kamil 9an Fauzen, Hukum Yurisprudensi (Jokartas Kencana,2008), 9
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berlawanan 9engan Nash ajali (nash yang jelas), 9an apabila berlawanan

9engan Qiyss.”

Dari latar belakang yang telah Sipaparkan 9i atas. penulis tertarik

membahas penelitian dengan judul: “Tinjsusn Hukum Positif 9an Hukum

Pidana Islam terhadsp tindsk pidana pencurian kotak amal 9i warung (Studi

‘Putusan Nomor 711/Pi9.B/2020/PN. S93.)".

B. Identifikasi 9an Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang 9i atas, maka masalah-masalah yang Sapat

Siidentifikasi dalam penelitian a9alah sebagai berikuts

Pertimbangan Hskim Pengadilan Negeri Sifoarjo dalam mengambil
keputusan terhaSap putusan Nomor 71/Pi9.B/2020/PN.S9 tentang

pencurian kotak amal.

. Dasar hukum Hakim 7Pengadilan Negeri SiSosrjo 9alam mengambil

keputusan terhadap putusan nomor 711/Pid.B/2020/PN.S92 tentang

tindak pidana pencurian.

. Relevansi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor

71/Pid.B/2020/PN.S9 dengan Fikih murafzat 9an aturan aturan ysng
mengatur tentang Penyesusian Batasan Tindsk Pidana Ringan 9alam

KUHP.

® 1bis.67
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C. Rumusan Masalah

1

Bagaimana pertimbangan hakim 9alam memberi putusan terhadap perkara
alam putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN.S9s. Tentang tindak pidana

pencurian terhadap kotak amal 9i warung?

2. Bagsimana analisis Hukum Positif 9an Hukum PiSana Islam terhadap

putusan Nomor 711/Pid.B/2020/PN.S9s. Tentang tindak pidana pencurian

terhadap kotak amal 9i warung?

D. Penelitian Terdahulu

1

Kajian pustaka merupakan Oeskripsi singkat 9ari penelitian yang
pernzh dilakukan 9alam lingkaran masalah yang sama yang akan diteliti, untuk
memperjelas bahwa penelitian yang skan 9ikaji bukan merupakan suatu

pengulangan dari kajian sebelumnys.

Skipsi yang ditulis oleh Vidya Nur Fitrah, yang berjudul “Tinjauan Yuridis
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tsahun 2012 Tentang
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Dends dalam
KUHPidana Terhadap Tind2k Pidana Pencurian (Studi kasus Putusan
Nomor 91/Pi9.B/2016/Pn.Sgm). Berdasarkan objek formal penelitian,
skripsi ini membahas terksit penerapan Perma pada bentuk hukumannys
serta pertimbangan hakim 9alam menjatuhkan hukuman pads terdakwa
tindak pidana pencurian ringan yang dslam penelitiannys menjadikan

Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/Pn.Sgm sebagai obyek 9ari penelitian
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skripsi tersebut.”

Meski pembahasannya sama sama memiliki keterkaitan Sengan
PERMA No. 2 Tahun 2012, namun penelitian tersebut lebih mengarah

kepada batasan yang telah ditetapkan 9alam PERMA No. 2 Tahum 2012.

Skripsi yang Oitulis oleh Vinda Pratiwi, yang berjudul “Pelaksansan Perma
(Peraturan Mahkamah Agung) No 2 tahun 2012 9i Kepolisian Daersh
Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan objek formal penelitiannya skripsi ini
membahasa tentang seperti apa pelaksanaan Perma No 2 tahun 2012 9i
kepolisian selaku penyidik dslam penanganan tindak pidana, serts

membzhas tentang perubshan Sends yang sesuai untuk diterapkan dimasa

17
sekarang.

Meski sama sama membahas tentang kebijakan 9ari penegak
hukum, namun penelitian diatas lebih mengarah kepada kebijskan pihak
kepolisian yang dimana bertugss sebagsi penyidik dalam melaksanakan
PERMA No. 2 Tahun 2012, se®angkan penelitian ini lebih ke bagaimana
kebijakan seorang Hakim ketus 92lam mengatasi kasus pencurian ringan

pada putusan no, 711/Pid.b/2020/Pn.S9a.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Annisa Amalia, yang berjudul “Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesusian Tindak

® Vidya Nur Fitrah. Tinjausn Yuridis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Penyesusisn Batasan Tindak Pi9sna Ringan 93n Jumlah Dends 9alam KUHPi9ans Terhadsp
Tin9k Pidana Pencurizn (Studi Putusan Nomors 91/Pi9.B/2016/Pn.Sgm.), (Skripsi-Universitas
Hasanuddin), 63

" Vin9a protiwi.Pelsksanasn Perms (Peraturan Mahkamah Agung) No.2 Tahun 2012 i Kepolisian
Dsersh Provinsi Jawa Tengah (Skripsi- Universitas Negeri Semarang), 80
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Batasan Pidana Ringan Perspektif Fikih Jinaysh”. Berdasarkan objek
formal penelitiannya pembsahasan skripsi ini membahas tentang nilai rupizh
yang mengalami perubzhan signifikan menjadi penyebab disahkannya
Perma No 2 tahun 2012, Penetapan Perma No 2 tahun 2012 yang tidak
merubsh isi dari KUHP menjadikan kedudukan Perma No 2 Tahun 2012
sebagai Lex Specislis, serta keterkaitan hukuman Takzir 9engan hukuman

yang 92 pada Perma No 2 tahun 2012.®

Persamaan yang Japat kita lihat adalah penjelasan tentang PERMA
No.2 Tahun 2012. Namun 9alam penelitian ini, penulis membahas tentang

bagaimana kebijaskan hakim dalam memutus perkara pada putusan no.

71/Pi98.b/2020/Pn.Sds.

Tige skripsi yang telah dipaparkan Oistas masing-masing memiliki
kesimpulan pembahasan ysitu skripsi dari Vidys Nur Fitrah yang membshas
penjatuhan hukuman pads tersangks tin9sk pidana pencurian ringan, skripsi
Siti Nur Annisa Amalia yang membahas keterkaitan takzir ®engan hukuman
yang ada pada perma No 2 tzhun 2012, sedangkan skripsi Vinda Pratiwi
membahas pelaksanaan perma No 2 tzhun 2012 9i ransh kepolisian. ASapun
skripsi ini skan membahas tentang tinjauan Hukum Positif 9an Hukum Pidana
Islam terha®sp putusan nomor 711/Pid. B/2020/PN. S9. Yang mana Hakim
memutus suatu perkara 9alam putusan tersebut tidsk sesusi dengan aturan

aturan yang 393, selain itu 292 jugs alasan alasan dari Hakim 9an jugs ketus

® Siti Nur Anisa Amolia.Peraturan Mahksmah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesusian
Batasan Tindsk Pidana Ringan Perspektif Fikih JInayah (SkripsitUIN Sunan Kalijage), 79

vou
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E.

1

Pengadilan Negeri Sidoarjo mengensi pertimbangan pertimbangan 9alam
memutus perkara tersebut. Objek penelitian skripsi ini a9alah putusan 9ari
Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor: 711/Pid. B/2020/PN S9s. Melihat
pembahasan dari beberapa skripsi terdshulu dapat Oiketahui bahwa skripsi

ini bukan plagiasi.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pertimbangan hakim 9alam mengadili perkara 9alam
putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN.S9. &an menyelaraskan dengan

PERMA NO. 2 Tahun 2012 92n beberapa pasal yang lain.

2. Untuk mendapat pensetahuan mengenai keselarasan Hukum Acara Islam

F.

1

Fikih  Murafsat pasds putusan Pengadilan Negeri Sidosrjo No

71/Pi9.B/2020/PN.S95.

Kegunaan Hasil Penelitian

Merujuk kepada tujuan penelitian yang telah disebutkan, penulis

berharap penelitian ini 9apat bermanfaat setidaknys 9alam dus aspek:

Aspek Teoritis

Memperluas pengetahuan terkait hukum acara pidana positif 9an hukum
pidana Islam, serta pertimbangan hakim 9alam memutus perkara yang
terdapat pada putusan nomor 7N1/Pid. B/2020/PN Sda. Tentang

pencurian kotak amal.
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2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan
bagi penegak hukum 9alam rangks pertimbangan hakim untuk menimbang

92n memutuskan suatu perkara Sengan seadil-adilnys.

G. Definisi Operasional

1

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas 9an ager tidak terjadi

kesalah fahaman 9alam memahami maksud atau tujusn Sari judul skripsi ini,

maka perlu dijelaskan sebagai berikut?

Putusan nomor 711/Pi9. B/2020/PN S9s. Tentang tindak pidana pencurian
yang terjadi 9i Sidoarjo dengan nominal Rp. 210.000- (Sua ratus sepuluh

ribu rupish) 9imana diperiksa dengan hukum acara biasa.

Fikih murafaat, secara singkat Sapat Oikatakan sebagasi hukum formiil
alam hukum Islam 9an tata cars 9alam mengajukan sustu perkars ke
rana persidangen, serta peraturan yang mengatur hakim 9alam

memberikan putusan 9alam hukum islam.

Pertimbangan hakim 9alam memutus 9anatau mengadili sustu perkars
dalam persidangan majelis hakim atau ketus pengadilan perlu melakukan
pertimbangan pertimbangan berlandaskan nilai nilai 9ari perbustan yang

Yilakukan oleh terdskwsa.

4. Tindsk pidana ringan adslah segala macam delik yang diancam dengan
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hukuman penjara paling lama tiga bulan 9an/atau Sends sebanysk-

banyaknya tujuh ribu lima ratus.

5. Pencurian 3dalsh mengambil barang atau harta yang sebagian atau

sepenuhnya milik orang lain 9engan cara melawan hukum.
H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses yang dilakukan agar dapat
mencapai tujusn sustu penelitian. Dalam ilmu hukum, penelitian hukum
dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang a9 Sengan kerangks know-how.
Hasil 9ari penelitian hukum memberikan preskripsi mengenai apa yang
seharusnya terjadi atas isu yang diangkat dalam sebush penelit:i'an.19
InSonesiz mengenal dus jenis penelitian hukum yskni penelitian hukum
doktrinal 92n non doktrinal. Penelitian hukum doktrinal atau normatif lebih
menggunakan kacamata hukum sebagai sistem nilai, sistem konseptusl, 9an
sebagai hukum positif. Penelitian Hukum Soktrinal ialah hukum 9alam artian
Sollen. Penelitian hukum non doktrinal lebih meninjau dari unsur-unsur 9i luar
hukum, seperti perilaku sosial 91 duniz kenyataan (’Empiris). Penelitian

hukum non Soctrinal bersifat Sein.zo

Pada penelitian ini Metode yang digunakan adalah penelitian hukum
Yoctrinal atau normatif bersifat kualitatif. Bentuk penelitian Soktrinal bisa

Yipahami 9engan metode penelitian kepustakaan ysitu metode atau cars

¥ Peter Mohmu® Marzuki, Penelitizn Hukum, (Jokarta ¢ Kencana Prenads Media Group, 2013), 83
2% Nurul Qamar,9kk, Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods),(Makassar 3 CV. Social
Politic Genius, 2017), 5
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untuk menelash bahanbshan yang bersumber 9ari buku yang berkaitan
dengan masalah 9an buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan

dengan topik yang iteliti”'

Penelitian ini menitikberatkan kepada Sokumen, ysitu penelitian yang
dilakukan 9engan melihat 9ata yang bersifat praktek, meliputi data arsip,
9ata resmi pads institusi pemerintah, data yang Oipublikesiken (Putusan
Pengadilan, Yurisprudensi, 92n sebagainys). Objek 9alam penelitian ini 2dalah
putusan Pengadilan Negeri sidoarjo Nomor 711/Pi8.B/2020/PN.S9> tentang

Pencurian.

Sumber Bahan Hukum

3) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meruapakan bshan hukum yang bersifat
autoratif yskni bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer
terdiri atas Sokumen perundang-undangan, catatan resmi, San putusan
pengadilan.”” Bahan hukum primer yang Sigunskan 9alam penelitian ini
berbentuk putusan pengadilan, ysitu Putusan Pengadilan Negeri SiSoarjo
Nomor 71/Pi9.B/2020/PN.S92 tentang Pencurian ringan yang diperiksa

fengan pemeriksaan acara biasa.

b) Bahan hukum sekunder

2'P, Joko Subagyo, Metode Penelitian 9alsm Teori 9an Praktek,(Jokarta: Rineka Cipta, 1991),
109
22 Peter Mahmu® Marzuki, Penelitian Hukum, 181
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1. Andi Hemzah. Hukum Acara PiSans InSonesiz.Jakarta: Sinar Grafika,

2009.

2. Dwi Henanta. Mensnggspi Tujusn Pemi9snsan 3lasm Perkasrs

Pencurian Ringan. Bandung® Mandar Maju, 2017.

3. Zulkarnain Lubis. Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah. Jakartas Kencana

Prenada Group, 2016

4. Muhamma® Salam Madkur. Peradilan 9alam Islam. Surabays: PT Bina

Ilmu

5. Ibnu Qoyyim Al-Jauziysh. Hukum Acars Peradilan Islam. Yogyskartas

Pustaka Pelajar, 2006

c) Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam penulisan skripsi ini, agar 9ata yang diperoleh merupakan
9ata yang valid, maks penulis menggunakan cara Sokumentasi yaitu
mengumpulkan 9ata varisbel yang berupa catatan, transkrip 9an
sebagainya yang relevan. Bentuk 9ari dokumentasi Jalam penelitian ini

yakni 9ata Putusan Negeri Sidoarjo Nomor 711/Pid.B/2020/PN.S9a.

9) Teknik pengolahan bahan hukum

Pengelolahan bshan hukum yang telsh terkumpul menggunskan

metode sebagai berikuty

H



1. ESiting, memeriksa ulang Oata-Jsta engan cermst tentang
kelengkapan, keselarasan serta hal yang perlu dikoreksi dari 9ata yang

diperlukan oleh penulis.

2. Organizing, menyusun bshan (9ata-9sta) untuk 9ijadiken struktur

Yeskripsi sehingge mudsh dipahami.

3. Anslizing, proses deskriptif analisis dari sustu permasalahan yang

diangkat dalam skripsi ini.

e) Teknik analisis bahan hukum

Terhadap bahan hukum yang berhasil Sikumpulkan, penulis akan
mengolah 9an menganalisis secara telash kuslitatif 9eskriptif analisis
dengan menggunakan pertimbangan pertimbangan tentang Penyesusian
Batasan Tindak Pidana Ringan 9an Jumlah Dends dalam KUHP. Dalam
menulis penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deSuktif ysitu proses
analisis menyimpulkan sesustu yang bersifst umum atau bermskna luas

menja9i suatu kesimpulan yang lebih mendetail.
I. Sistematiks Pembahasan

v

Supaya skripsi ini apat Jipahami 9an mudah dimengerti maka penulis

memberi gambaran alur pembahasan skripsi ini sebagai berikuty

Bab pertama, Pendzhuluan. Bab ini menjadi landasan skripsi yang

ditulis oleh penulis. Pendshuluan berisi tentang latar belakang masalah,
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identifikasi masalah 9an batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, Yefinisi operasional, metode

penelitian, 9an sistematika pembahasan,

Bab kedus, merupakan 9asar teori yang memust Hukum acara Islam
(Fikih murafa 'at) 9an peraturan undang undang yang terkait dengan masalah
yang Oiteliti oleh penulis tentang penyesusian tindak pidana ringan dan
dends Jslam KUHP. landasan teori pada penelitian ini terdiri dari
pengertian Fikih murafs'at, tahapan persidangan dalam Fikih Murafa st,
tindak pidana pencurian (jarimah sarigah), Pasal 362, 363, 364 KUHP,
PERMA No 2 tshun 2012 tentang Penyesusian Batasan Tindak Pidana
Ringan 92n Jumlash Dends 9alam KUHP pasal 1 9an 2 ayst (2), 9an
penjelasan Pasal 364 KUHP 9an PERMA no 2 tshun 2012 tentang
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Pasal 1 9an 2 ayat (2).

Bab ketiga berisi sekumpulan 8ata terksit Sengan putusan Pengadilan
Negeri Sidoarjo Nomor: 711/Pi8.B/2020/PN.S92 tentang pencurian kotak
amal. Pada bab ini terdapat gambaran umum tentang putusan tersebut.
Kompetensi Pengadilan Negeri Sidosrjo 9Oiposisi kasus pencurian, legal
standing dan dasar hukum serta 9asar hukum yang Sigunskan oleh hakim
Pengadilan Negeri Sidoarjo 9alam memberi putusan pada kasus 9alam

putusan nomor 711/Pid. B/2020/PN S9a.

Bab Keempat, a9alah bab analisis. Terdiri atas analisis pertimbangan
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hakim 7Pengadilan Negeri SiSoarjo dalam memutus Putusan Nomor
71/Pi9.B/2020/PN.S9, analisisis relevansi Putusan Pengadilan Negeri
Sidoarjo Nomor 71/Pid.B/2020/PN.S9 Sengan Fikih murafa’st dan
peraturan peraturan yang terkait dengan permasalahan tersebut seperti
Pasal 362, 363, 364, Perma No 2 tahun 2012 tentang tindak pidana ringan
9an penyesusian hukuman 9alam KUHP pasal 1 9an 2 ayat (2) 9an lain lain,
9an analisis Hukum Pidana Positif 9an Hukum PiSana Islam 9alam mengatasi

atau hukum yang berlaku bagi pelaku kejzhatan tersebut.

Bab kelima, berisi penutup atas setiap pembshasan dari tiap bab

sebelumnya, kesimpulan 9an saran.

XXXV



BABII

HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN

A. Hukum Positif

Hukum positif memandang hukum sebagai saran untuk menciptakan
kepastian hukum, maka harus Sipisahkan dari nilai baik atau buruk, serta nilai
adil atau tidsk adil. Jeremy Bentham melihat hukum sebagai kumpulan
perintah tentang larangan yang dibust oleh yang berdaulat 9alam negara.
Vincy Fon 9an Fransico Parisi menyatakan undang-undang merupakan sumber
hukum utaman, sedangkan putusan pengadilan menjadi sumber hukum kedus.
Di Indonesia, undangundang (hukum positif) juge dijadikan sebagai sumber
hukum utama. Peraturan perundangundangan 9i InSonesiz disusun secara
berjenjang-jenjang dan bertingkat-tingkat. Bahkan hampir semus tingkatan
pemerintahan diberikan kewenangan untuk membuat peraturan perundang-
undangan. Tidsk 292 satu pun semus aspek penyelenggaraan negsra 9an

perilaku masyarakat yang luput dari pengaturan hukum posii:if.23

Hukum pidana adalah bagian 9ari hukum secara umum yang melarang

9an juge menjelaskan sustu perbustan melanggar hukum ¥Sisertai dengan

2 Syofyan Hedi, Hukum positif 9an The Living Law, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13 No.26
(Agustus, 2017), 262-264
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hukumannys.”! Menurut W.LG. Lemaire, hukum piSana a9alah kumpulan
norma-norma yang berisi beragam larangan 9an keharusan yang dimana oleh
undang undang telah diberikan sanksi khusus.”® Pidana a9alsh suatu
kejahatan atau perilaku kriminal atau ilegal. Pelakunyas disebut penjzhat.
Bissanys Odianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok.
Selanjutnya Oisebut sebagai terdskwa jike kejshatan itu telah Sibuktikan
oleh hakim. Dalam prinsip 9asar negara hukum, seseorang tetap tidak
bersalah sampai terbukti bersalah. Pidana a9alah Seperangkat peraturan
yang menentukan perbuatan yang dilarang, merupskan tindsk pidana, dan

hukuman yang dapat dijatuhkan kepads mereka yang melakukannya.26

Menurut Moeljatno dalam bukunys asas-asas hukum pidana,
pengertian hukum pidana a9alah bagian dari pada keseluruhan hukum yang
berlaku 9i sustu negara, yang mengadakan Sasar-dasar dan aturan-aturan
untuk menentukan perbuatan yang dilarang disertai ancaman dan atau sanksi
yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar, menentukan kapan 9an
jenis perbustan apa yang telash melanggar aturan yang dapat Sikenakan
pidana sebagsimana yang Oiencamkan, serta menentukan bagsimana
pengenaan hukuman atau sanksi 9dapat Oiokenakan kepada pelaku yang

melanggar larangan yang 1‘:)ii:ei;z->p|<z'>n.27

2 Imron Rosyadi, “Hukum Pidans,” (Surabays, Revkaprimamedia 2022), 6-7
25

Ibi9.
?® Rifky Abdillah Rehman, “Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Ringan (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012),”(Artikel Ilmiah — UNISKA, Kalimantan, 2017), 34
?” Bustra, “Kajian Tind2k Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Positif 9an Hukum
Pidana Islam,” (Skripsi-Universitas Muhammadiyah, Magelang, 2017),7-8
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Hukum Pidana dibagi menjadi berikuts

1. Hukum Pidana Obyektif (ius punale)

Hukum Pidana Obyektif (ius punale) adalah hukum piSana yang dilihat
9ari aspek laranganlarangan berbuat, ysitu larangan yang disertai dengan
ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi hukum
pidana obyektif memiliki arti yang sama dengan hukum pidana materiil.

Hukum pidana obyektif dibagi menjadic

2. Hukum PiSana Materiil

Hukum pidana yang memust aturan yang menetapkan dan merumuskan
perbuatan yang 9dapat dipidana, sysrat untuk Sapat menjatuhkan
pidana, 9an ketentusn mengenai pidana. Sebagai contoh yang

tercantum dalam Kitab Undang — unSang Hukum Pidana (KUHP).

b. Hukum Pidana Formiil

Hukum yang mengatur kewenangan negara (melalui aparat penegak
hukum) melaksanakan hak nys untuk menjatuhkan pidana. Sebagai
contoh yang tercantum dalam Kitab UnSang — Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP).

2. Hukum Pidana Subyektif (ius puniendi)

Hukum Pidana Subyektif (ius puniendi) a9alah hak 9ari negars atau alat-

alat perlengkapannya untuk mengenskan atau mengancam piSana
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terhadap perbuatan tertentu. Hukum pidana subyektif baru 3ds, setelah

39 peraturan-peraturan 9ari hukum pidana obyektif terlebih 92hulu.

3. Hukum Pidana Umum

Hukum pidana yang berlasku pads setiap orang, hukum pidanaan yang
secara definitive dapat diartikan sebagai perundang — undangan pidana
yang berlaku umum yang tercantum dalam KUHP serta perundang —

undnagan yang merubsh 9an menambah KUHP.

4. Hukum Pidana Khusus

Hukum PiSana Khusus a9alah memuat aturanaturan yang menyimpang
9ari hukum pid2na umum yang menyangkut golongan tertentu, misalnys
Golongan militer diatur 9alam KUHP, 9an atau yang berkaitan dengan

jenis — jenis perbuatan terntentu, misalnya pidana korupsi Sistur Salam

UU Korupsi.

B. Tind2k Pid2na

Tindsk Pidana adalah suatu perbustan pidana yang Sapat dijatuhi
hukuman. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro Sefinisi tindak pidana
atau 9alam bahasa Belands strafbaar feit, yskni peristiwa atau perbuatan
yang dapat dipidana. Merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku 9i Indonesia.
Sedangkan istilah delik 9alam bahasa asing nys, yaitu Jdelict merupakan suatu

perbuatan yang pelakunys dapat dikenakan hukuman (pidana). Tindak pidana
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berarti sustu perbuatan yang pelakunya 9apat dikenai hukum pidana, 9an

pelaku ini 9apat Sikatakan merupakan subjek tindak pidans.”®

Dalam perbustan pidana harus terdapat unsur-unsur lshirizh yang
terdapat sehingge dia dapat 9i katakan sebagsi perbustan pidana yang
membedakannya dengan perbuatan biasa. Unsur yang dimaksud® yakni, adanys
perbuatan manusia, perbusatan tersebut harus sesuai 9dengan perumusan
9alam pasal 9ari undang — undang yang bersangkutan (merupakan sysrat
formiil), perbuatan itu nyata bersifat melawan hukum (merupakan sysrat

materﬁl).29

Dari uraian 9 atas Japat disimpulkan bshwa tindak pidana adalah
suatu per‘buatan atau pensabaian yang melawan hukum yang telah dirumuskan
9alam sustu aturan hukum yang 9Oisertai 9engan ancaman (sanksi) yang
dilakukan secara sengaja atau kelalaian oleh seseorang atau bisa disebut
pelaku atau subjek tindak pidana dan Japat dipertanggungjawabkan. KUHP
sendiri  telsh mengklasifikesikan tindak pidana atau delik kedalam Sus
kelompok besar yaitu 9alam Buku KeSus 9an Buku Ketigs msing — masing
menjadi kelompok kejshatan 9an pelanggaran. Kemudian masing — masing
babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hend9sk ¥dilindungi oleh KUHP

terhadap tindak pidana tersebut™®

%8 Wirjono Prodjodikoro, Asas — Asas Hukum Pidana 9i InSonesiz”, (Bandung: Refiks Aditama,
2008), 58

? Franz Maramis, “Hukum Pidana Umum 9an Tertulis 9t Indonesin.”, (Jokartas Rajawali Press,
2013), 59

* Teguh Prasetyo, “Hukum Pidana”, (Depok: Rajawali Press, 2017), 58
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1. Tind2k Pidana Kejahatan 9an Pelanggaran

Kejshatan yakni perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau
sifatnya sangat tercela. Pelanggaran yskni perbuatan yang Sipandang

sebagai perilaku tercela oleh peraturan.

2. Tindsk Pidana Formiil 9an Pidana Materiil

Tindsk pidana formiil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan
pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang
9an bukan pada skibat 9ari perbustan tersebut. Tindak pidana materiil
adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pads skibat 9ari
perbuatan tersebut. Pads tindsk pidana yang rumusannys bersifat

4 31
materiil.

3. Tind2k Pidana dengan Kesengajsan dan Tindak Pidans dengan Kealpaan

Tindsk pidana dengan kesengajaan terjadi karena pelaku memnag memiliki
keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana
dengan kealpaan Japat terjadi namun pelaku ti%2k mempunyai keinginan

atau kehen9sk untuk melakukan tindak pidana.

4. Tin92k Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindsk pidana adusn a9alah tindak pidana yang penuntutannys

berdasarkan adanys laporan atas tindsk pidana yang terjadi,

> Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang: Yayasan Sudarto 9an UNDIP, 2009), 94
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5. Tindak PiSana Commissionis, Tind2k Pidana Omissionis 9an Tindak Pidana

Commissionis Per Omisionem Commisa

Tind2k Pidana Commissionis 39alah tindsk pidana yang dilarang oleh
undang — undang, yang bersifat aktif, Tindak Pidana Omissionis bersifat
pasif atau negatif yakni tidsk dilakukannys perbustan yang diperintahkan
undang — undang. Sedangkan Tindak Pidana Commissionis Per Omisionem
Commiss a9alah sebenarnys itu perbuatan tindak pidana commissionis
akan tetapi Silakukan dengan jalan tidsk berbust yakni ti%ak melakukan

sesuatu yang bukan kews jibannya.

6. Delik yang Berlangsung Terus 9an Delik yang Tidak Berlangsung Terus

Ciri 9ari 9elik yang berlangsung terus adalah bashwa keadaan terlarang itu
berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus a9alah
merupakan tindak pidana yang terjadinys tidak mensyaratkan keadaan

terlarang yang berlangsung lama.

7. Delik Tunggal 9an Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tin9sk pidana yang terjadi cukup Sengsn
perbuatan satu kali. Dan Oelik berganda merupakan tindsk pidana yang

baru Sianggep terjadi jike dilakukan berkalikali.

8. Tin9sk Pid2na Sederhana 9an Tindak Pidanas dengan Pemberatan

Contoh 9ari tindak pidana yang ads pemberatannys adalah pembunuhan
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fengan sengaja dan direncanskan terlebih 9z2hulu. Sementara contoh dari

tindak pidana sederhana adalah penganiaysan dan pencurian.”
9. Tind2k Pid2na Ringan dan Tindak Pidana Berat

Dibagi berdasarkan pada kriteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana
ringan adalah tindak pidana yang Sampak kerugiannys tidsk terlalu besar
9an ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidans berat merupakan
bahwa yang dampak kerugiannya besar 9an karena itu ancaman pidananys

besar.
10. Tindak Pidana Ekonomi 9an Tindak Pidana Politik

Tind2k pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berads dalam bidang
atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak piSana politik yaitu tindak

pidana yang termasuk dalam masalah politik.

Selain pembedaan antara kejahatan 9an pelanggaran, terdapat jugs
satu kelompok tindak pidana yang ditempatkan khusus pads Buku Kedus
KUHP yang memiliki ciri khusus, yakni tindak pidana yang bersifat ringan.
Kejzhatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan
letaknys tersebar pada berbagai bab 9alam Buku II KUHPidana. ** Dibawah
berlakunys Undang-undang Hukum Acars Pidana (Undangundang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acars PiSana), Sibedakan antars tige macam

%2 Ismu Gunadi 9an Jonaedi Efendi, “Cepat I3n MuIsh Memahami Hukum PiSana,” 47
* Alvian Solar,” Hakikat 9an Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan’, (Artikel limish — Lex
Crimen Vol.1, Januari, 2012), 50-51
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acara pemeriksaan, yaitus

1. Acara Pemeriksaan Biasa

2. Acara Pemeriksaan Singkat

3. Acara Pemeriksaan Cepat, yakni terdiri dari

3. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

b. Acars Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Mengenai tindak pidana ringan, 9alam Pasal 205 ayat (1) KUHAP,
dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana
ringan ialah perkara yang 9iancam 9engan pidana penjsra atau kurungan
paling lama tige bulan atau 9enda sebanysk-banysknys Rp. 7.500 9an
penghinaan ringan kecusli yang Oitentukan Salam paragraf 2 bagian ini.
Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana TRingan Sslam Bab XVI
(Pemeriksaan 9i Sidang Pengadilan), Bagian Keenam (Acara Pemeriksaan
Cepat), pada paragraf 1 yang berjudul Acara Pemeriksaan Tindak Pidana

Ringan. Ketentuan yang terdapat Jidalamnys adalah sebagai berikut?

1. Pasal 210 berisi hubungan antara acara pemeriksaan tindak pidana ringan
dengan ketentusn-ketentusn lsinnys 9alam KUHAP. Bagian-bagian dari

Bab XVI yang ditunjuk oleh Pasal 210 KUHAP ini adalahs

Bagian Kesatu: Panggilan 9an dakwaan
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Bagian Kedua? Memutus sengketa mengensi wewenang mengadili

Bagian Ketiga® Acara pemeriksaan biasa

2. Dalam perkara sebagaimana Simaksud 9alam ayat (1), penyidik atas kussa
penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejsk berita acara pemeriksaan
selesai dibuat, menghadapkan terSskwa beserta bukti, saksi, ahli, 9an
atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 205 ayat 2). Dalam acars
pemeriksaan sebagaimana 9imaksud dalam ayst (1), pengadilan mengadili
dengan hakim tunggel pada tingkat pertams 9an terakhir, kecuali 9alam
hal Sijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa 9apat minta

banding (Pasal 205 ayat 3).

3. Pengadilan menetapkan hari tertentu 9alam tujuh hari untuk menga¥ili

perkara Sengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (pasal 206).

4. Pasal 207 ayat (1) KUHAP:

3. Penyidik memberitahukan secars tertulis kepada terdakws tentang
hari, tanggal, jam, 9an tempat ia harus menghadap sidang pengadilan
9an hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnys

catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.

b. Perkars 9engan acara pemeriksaan tindsk pidana ringan yang diterima

harus segera 9isidangkan pada hari sidang itu jugs.

5. Pasal 207 ayat (2) KUHAP:
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3. Hekim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam

buku register semua per'kar'a yang diterimanys.

b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau
tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan

pekerjaan terdskwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Untuk pemeriksaan tindak piSana ringan, tidsk 9Sigunskan surat
dakwaan. Ini karena yang berfungsi sebagai penuntut a9alah penyidik. Yang
menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan bersama berkss yang

dikirimkan oleh Penyidik kepada pengadilan.

6. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidsk mengucapkan
sumpah atau janji kecusli hakim menganggep perlu (Pasal 208). Pads
umumnya saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, tetapi acars
pemeriksaan tindak pidana ringan ini, saksi tidask mengucapkan sumpsh
atau janji. Pengecualiannya apabila Hakim menganggap perlu, baru Hakim

akan memerintahkan saksi mengangkat sumpah atau janji.

7. Putusan dicatat oleh Hakim dslam Oaftar catatan perkars dan
selanjutnys oleh paniters dicatat Salam buku register serta ¥ditands
tangani oleh hakim yang bersangkutan 9an paniters (Pasal 209 ayat 1).
Berita acara pemeriksaan sidang tidsk Oibust kecuali jike 9alam
pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesusi Sengan berita

acara pemeriksaan yang Jibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat 2).
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C. Tin92k Pid2na Pencurian

Pencurian yaitu tindakan mengambil suatu barang yang sebagian atau
seluruhnya milik orang lain 9engan maksu® memiliki secara melawan hukum
sehinggs merugikan orang lain. Dasar hukum dari tind2k pidana pencurian
Siatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 362-

367 KUHP.

Pasal 362 KUHP tentang pidana pencurian biasa berbunyi “Barang
siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain, dengan maksu® untuk dimiliki secars melawan hukum, diancam
karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana

denda paling banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupish).”

Untuk tindak pidana ringan Sistur dalam Pasal 364 KUHP yang
menjelaskan batasan pidana yang berbunyi “Perbustan ysng diterangkan
9alam Pasal 362 Jan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan
alam pasal 363 ke5, apabila tidak Silakukan 9alam sebush rumah atau
pekarangan tertutup yang 292 rumahnya, jike hargs barang yang dicuri tidsk
lebih 9ari Rp.25 (Sua puluh lime rupish), dikensi, karena pencurian ringan,
pidana penjara paling lama tigs bulan atau denda paling banyak Rp. 250 (Sua

ratus lima puluh rupiah).”

Mengingat perkembangan perekonomian yang begitu pesat, muncul
polemik dimasyarakat mengensi pidana pencurian Sengan nilai barang yang

tidak terlalu besar. Batasan nominal yang ditetapkan pada Pasal 364 KUHP

xlviii



v

ini berlaku sejak tahun 1960 9an suSsh pasti tidsk lagi relevan jiks
diterapkan pada saat ini karens nilai mata uang yang sudzh jauh lebih tinggi.
Hal ini memicu diterbitkannys Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor
02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindsk Pidana Ringan San

Jumlah Denda dalam KUHP.

PERMA Nomor 12 Tahun 2012 a9alah peraturan yang dikeluarkan
oleh Mszhkamah Agung sebagai batasan mengensi tin9sk pidana yang
menentukan berhsk atau tidaknys terhadsp pelaku yang melakukan tindak
pidana ringan untuk dilakukan penshanan. Berikut isi 9ari PERMA No. 02

Tahun 20123

BAB I Tin92k Pid2na Ringan

Pasal 1

Kata-kata “Sua ratus lime puluh rupizh” 9alam pasal 364, 373, 379,
384, 407 dan pasal 482 KUHP dibace menjadi Rp.2.500.000,00 (Sua

juta lima ratus ribu rupish).

Pasal 2

1. Dalam menerima pelimpshan perkara pencurian, penipuan,
penggelapan, penadahan 9ari penuntut umum, Ketus Pengadilan
wajib memperhatikan nilai barang atau usng yang menjadi obyek

perkara 9an memperhatikan pasal 1 diatas.
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2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidsk lebih dari
Rp.2.500.000,00 (Sua juta lime ratus rupish) Ketus Pengadilan
segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, 9an
memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang

Yiatur Salam pasal 205-210 KUHAP.

3. Apabila terhadsp terdakws sebelumnys dikenakan penshanan, Ketua
Pengadilan tidak menetapkan penshanan ataupun perpanjangan

penzhanan.

BAB II Denda

Pasal 3

Tiap jumlah maksimum hukuman 9enda yang diancamkan dalam KUHP
kecuali pasal 303 ayat 1 9an ayst 2, 303 bis ayat 1 9an ayat 2,

Silipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali.

Pasal 4

Dalam menangani perkara tindak pidans yang didakws dengan pasal-
pasal KUHP yang dspat dijatuhkan pidana ends, Hakim wajib

memperhatikan pasal 3 9i atas.

Pasal 5

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pads hari ditetapkan.



Dasar hukum yang paling sering 9i dakwakan 9alam putusan pidana
pencurian menggunakan Pasal 362 KUHP Sengan ancaman hukuman penjara
paling lama 5 tahun yang telsh 9digunakan sejsk tahun 1960. Hal ini
dikarenakan batasan pencurian ringan yang diatur 9alam pasal 364 KUHP
saat ini adalah barang atau uang dengan nilai nominal dibawah Rp. 250 (Sus
ratus lima puluh rupiah). Yang tentunys tid9ak lagi sesuai 9engan kondisi
perekonomian saat ini, 9imana hampir tidak ad2 barang berhargs dengan nilai
dibawah itu. Untuk mengefektifkan kembali pasal 364 KUHP mengenai tindak
pidana pencurian ringan, maka diperlukan penyesuaian batasan nominal nilai
yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Berdasarkan hal ini pemerintah
mengeluarkan PERMA No.02 Thn 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak
Pidana Ringan 9an Jumlah Dends dalam KUHP. Namun sampai saat ini
pengaplikasiannys masih jarang Oigunakan oleh pengadilan — pengadilan i
Indonesia. Padshal jike diterapkan secars merata, Ospat membantu

mempercepat proses peradilan untuk tindak pidana ringan.

Jika perkara piSana ringan dapat didakws 9engan pasal 364 KUHP,
maka tentunys berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pars
tersangka/terdakwa 9alam proses pemeriksaan 9 pengadilan harus
menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim
Tunggal sebagaimana diatur dslam pasal 205-210 KUHAP. Selain itu
pengadilan dapat kembali mengefektifkan pidans denda sehinggs mengurangi
beban lembaga pemsyarakatan yang saat ini telsh melampaui kapasitasnya.

Hakim 92pat mempertimbangkan sanksi piSana 9ends sebagai pilihan dalam



menjatuhkan pemiSanaan dengan tetap mempertimbangkan berat ringannys

per'buatan serta rasa keadilan masyarakat.

D. Hukum Pidana Islam
1. Pengertian Hukum Pidana Isloam atau Jarimah/Jinaysh

Seperti yang terdapat pada kitab-kitab Figih, 9alam hukum Islam
tindak pidana disebut juga Sengen istilash Jarimsh atau Jinaysh. Menurut
Dede TRosyada, Figih Jinayash 3dalsh kumpulan peraturan hukum islam
tentang tindak pidana atau perbuatan kejshatan yang Silakukan oleh orang-
orang yang dikatan 9apat bertanggung jawab (Mukalaf), sebagai pemahaman

atas hukum yang terdapat dalam Al-qur'an dan Al-Hadith.>*

Sedangkan menurut Makhrus Munajat, jinaysh merupskan suatu
tindakan yang ¥Silarang olehsyarakkarena 9apat menimbulkan bahays bagi
agama, jiws, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fugohs menggunskan kata
Jinayah_untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan,
seperti membunuh, melukai, menggugurkan kanSungan 9an lain sebasainya.
Dengan demikian istilah fikih jinayah sama dengan hukum pidana. Selanjutnys
Islam menganggap sebagian perbustan-perbustan manusia itu merupakan

tindak pidana jarimah yang oleh karenanys dikenakan sanksi.”’

2. Unsur — Unsur Jarimah

** Dede Rosysda, Hukum Islam Idan Pranata Sosisl, LS Islam, 2016, 86
%> Makhrus Muna jat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 2



Jarimah 39alah suatu perbuatan yang dilarang oleh Syara’ yang Sapat
dikenskan hukuman Hs& atau T3 zir bagi yang melanggar. Yang Simaksud
Syara’ a9alah laranganlarangan yang 9imana ketentusn atau nas nys harus
berasal 9ari Sysrs’ itu sendiri. Telsh melakukan, belum melakukan akan
melakukan atau tidsk melakukan 9apat dikatakan sebagai jarimah setelsh
dijatuhkan hukuman kepa®anys. Sustu perbuatan 9spat dikataksn sebagai

Jjarimah apabila telsh memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

3. Rukun Syari (Unsur Formiil) ysitu adanys ketentusn (Nas) yang
melarans perilaku tersebut 9an terdapat ancaman hukuman bagi yang

melanggar.

b. Rukun M3389i (Unsur Materiil) ysitu perilsku yang mengarah kepada
Jarimah, baik itu perbustan yang secara langsung maupun secara tidak

[angsung.

c. Rukun A9sbi (Unsur Moril) ysitu orang yang 9apat bertanggung jawab

atas setiap perbuatan yang dilakukannys (Mukalaf).*®

% Ahmed Hanafi, “Azss — Azas Hukum Pidana Islam”, (Jokartas PT. Bulan Bintang, 1986), 6
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3. Macam — Macam Jarimah

Berdasarkan berat 9an ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan
atau tidaknys oleh Al-Qur'an 9an Hadist, jinayah atau jarimah dibagi menjadi

beberapa macam oleh ulama disntaranya’

a. Jarimah HuSud

Secara etimologis, hudud yang merupakan bentuk jamak 9ari kata
had yang berarti larangan atau pencegahan. Adapun secara terminologis,
Al-Jurjani mengartikan hudud sebagai sanksi yang telah ditentukan dan
yang wajib dilaksanakan karena Allah. Sementara itu, sebagian shli fikih
berpendapat bashwa had ialah sanksi yang telah ditentukan secars syars’.
Dengan demikian, had atau hudud mencakup semua jarimah, baik hudud,
gisos, maupun Jiat, sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara
syara ”*" Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendzh
an tertinggi serta tidak bisa dthapuskan oleh perseorangan (korban

atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (uli al-amri).

HuSud terbagi menjadi Sus kategori, yskni mengensi peraturan
yang menjelaskan hal — hal yang Siperbolehkan 9an ¥ilarang, 9an
mengenai hukuman yang ditetapkan atau Siputuskan Oikenskan pada
orang yang melanggar peraturan. Hukuman atas tind2k pidana terdiri

atas hukuman fisik (hukuman mati, potong tangan, cambuk, 19||), hukuman

> H. M. Nurul Irfan, “Figh Jinaysh”, (Jakarta: Amzsh, 2013), 14
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dengan membatasi kebebasan, hukuman dengan membayar denda, 9an

berupa peringatan oleh hakim.*®

b. Jarimah Qisas 9an Dist

Qisas maupun dist adalah hukuman-hukuman yang telah ¥ditentukan
batasnys, 9an tidak mempunyai batas terendsh ataupun tertinggi, tetapi
menjadi hak perseorangan, Sengan pengertian bshws si korban bisa
merugikan si pelaku, 9an apabila dimaaftkan hukuman tersebut 9apat

Sihapuskan.™

Menurut arti, gisas adalah akibat yang sama yang dikenakan kepada
orang yang dengan sengajs menghilangkan Jiwa atau melukai atau

menghilangkan anggota badan orang lain.

Penjelasan ini berdasarkan firman Allsh 9alam Surat Al-Bagarah ayst

178-179, yang berbunyi

wally 3l 3501 il 3 o lodll eSide (oS Tgiale ol @
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** Abdur Rehman, “Tindsk Pidana 9alam Shari’sh Islsm”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 6
* Makhrus Munajat, “ Dekonstruksi Hukum PiSana Islam,...”, 12
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“478. Hai orangorang yang beriman, diwajibkan atas kemu kisss
berkenaan 9engan orangorang ysng dibunuh; orang merdeks 9engan
orang merdeka, hamba dengan hamba, 9an wanita dengan wanita. Maka
Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan Jari saudaranys, hendaklah
(yang memaafkan) mengikuti 9engan cara yang baik, 9an hendaklah (yang
diberi maaf) membayar (9ist) kepads yang memberi maaf Sengan cars
yang baik (pula). yang demikian itu adalah sustu keringanan dari Tuhan
kamu 9an suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudzh itu,
Maka baginya siksa yang sangat pedih.

179. 9an dalam kisas itu 292 (jaminan kelangsungan) hiSup bagimu, Hai
orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Jarimah Ta zir

Berdasarkan istilah hukum Islam, ta’zir adalah hukuman yang
bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan
tidsk pula harus membaysr kafsrat atau dizt. T3 zir adalsh hukuman
yang belum ditetapkan oleh sysra’, melainkan Siserashkan kepada uli al-
amri, baik penentusn maupun pelaksanaannys. Dalam menentukan
hukuman tersebut, pengussa hanya menetapkan hukuman tersebut,
penguasa hanys menetapkan hukuman secara global saja. Artinys
pembuat unSangundang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing

Jarimah ta zir. Melainkan

hanys menetapkan sekumpulan hukuman 9ari yang seringan-ringannys
sampai dengan yang seberat-beratnys. Namun 29 juga ysng telsh
diterapkan oleh sysra’, seperti pada pelanggaran riba 9an suap. Selainitu
Jjarimah ta’zir juge bisa berlaku pa®s perbustan ysng seharusnys

merupakan jarimah hudud namun yang belum memenuhi syarat untuk
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dilaksanakannya hukuman, misalnya terhadsp tindak pencurian yang

belum mencapai nasabnya.

Jarimah ta’zir sangat luas 92n elastissehinggs perbustan apapun
(selain hudud 9an jinaysh) yang menyebabkan pelanggaran terhadap
agama, atau terhadsp pengussa, atau terhadap masyarakat, atau

terhadap perorangan, maka dapat dikategorikan sebagsi kejahatan ta zir.
9. Jarimah Sarigoh

Secara etimologis sarigoh berarti melakukan sesuatu kepada
seseorang secara diam-Jiam. Secara terminologis sarigah ialash mengambil
harta milik orang lain dengan cars sembunyi—sembunyi.4o Sarigah menurut
Ali bin Muhamma® Al-Jurjani dalam syari’at Islam yang pelakunys harus
dipotong tangan a9alah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham
yang masih berlaku, 9isimpan ditempat penyimpanannys atau dijage dan
dilakukan oleh seorang mukslaf secara sembunyi-sembunyi serta ti9zk
terdapat unsur syubhat, sehinggs kalau barang itu kurang dari sepuluh
dirham yang masih berlaku maka tidsk Sapat Oikategorikan sebagai

pencurian yang pelakunga diancam hukuman potong tangan.

Sarigah telsh Siharamkan oleh Islam San Sapat dijatuhi hukuman
potong tangan bagi pelakunys. Berdasarkan firman Allah 9alam surat al-

Maidah ayat 38:

*© Mardani, “Hukum Pidana Islam”, (Jokarta: Prenads Media Group, 2019), 63
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“Adapun orang lakilaki ataupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keSuanys (sebagai) atas balasan atas perbustan yang mereks lakukan 9an
sebagai siksaan Jari Allah. Dan Allash Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”

Dalam melakukan sanksi potong tangan, harus Siperhatikan aspek —

aspek penting yang berkaitan 9engan syarat dan rukunnys, diantaranyss

2.

Bsligh atau sudzh Sewasa 9an berakal sehat

Pencurian tidsk dilakukan karens pelakunys sangat terdessk oleh

kebutuhan hiSup.

Ti92k terdapat hubungan kerabat antara pihak korban 92n pelaku, seperti

anak mencuri harta milik aysh 92n sebaliknya.

Tid2k terdapat unsur syubhat 9slam hal kepemilikan, seperti harta yang

dicuri itu milik bersama antara pencuri 9an pemilik.

Pencurian tidsk terjadi padas saat peperangan 9i jalan Allah pads saat
seperti itu, Rasulullah ti%2k memberlakukan hukuman potong tangsn.
Meskipun demikian, jarimah ini 9apat diberikan sanksi lain, seperti

Sicambuk 9an Sipenjara.”

Selain syarat yang tercantum diatas, hukuman potong tangan berlaku

jika nominal barang curian mencapai nisabnya, diriwayatkan 9ari hadis nabic

*" Nur Lailatul Musyafa'ah, Hadis Hukum Pidana Islsm, (Surabays: UIN Sunan Ampel Press, 2014),

82
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Hadis Bukhori nomor 6291 ini berbunyit telsh menceritakan kepads kami
[Abdullah bin Maslamah] telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Sa'9]
ari [Ibnu Syihab] 9ari ['Amrah] 9ari ['Aisysh] mengatakan; Nabi
Shallallahu'alathiwasallam bersab®a; "Tangan pencuri dipotong jiks senilai
seperempat dinar keatas." Hadits ini diperkuat oleh [AbSurrahman bin Khalid]
9an [Ibnu Akhi Az Zuhri] 9an [Ma'mar] Sari [Az Zuhri].

Walaupun 9alam hadis Sinyatakan secara jelas bshwa nisab barang
curian yang tangan pelakunys 9apat dipotong adalah seperempst dinar atau
dirham, ulama masih berbeda pendapat. Mengenai hal ini, terbagi menjadi 3
kelompok: pertama ulama Hijaz, Syafii 9an lainlain menyatakan bahwa
nisabnys seperempat dinar atau tiga dirham. Kedua, ulama Irsk, Imam Abu

Hanifah, 9an lain-lain berpendapat bahwa nisabnya sepuluh dirham.

Mengenai batas yang menyebabkan dijatuhkan hukuman potong tangan,
terjadi perbedaan diantara ulams, 392 yang meniadakan nisab pencurian,
artinys sedikit apalagi banysk, same — sama dithukum potong tangan. Adapun
Jumhur fukaha mensyaratkan adanys nisab (batas tertentu) sehinggs seorang
pencuri dapat Oikensi hukuman potong tangan. Namun, hal ini terdapat
perbedsan tentang batasan atau nisab tersebut. Imam al-Syafii 9an Imam
Malik mengatakan seperempat ¥inar, seSangkan Imam Abu Hanifzh
mengatakan sepuluh dirham atau satu Oinar. Di samping itu 3d2 yang

mengatakan (seperti Ibnu Rusyd) batasan tersebut adalah empat dinar.
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Mengenai batas tangan yang dipotong, Imam al- Syafii, Imam Abu
Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, 92n Imam Abu Daud al-Dhahiri sepakat
bahwa batas tangan yang dipotong adalah dari pergelangan tangan ke bawah.
Mengenai pengulansan per‘buatan setelah yang pertama dJipotong tangan
kanannya, pencurian yang kedus ipotong tangsn kirinys 9an pencurian yang
selanjutnys OSthukum 9Sengan hukuman ta’zir. Disamping itu a9 yang

berpendapat bahwa pencurian yang selanjutnys Sihukum dengan ta zir.

Mengenai status barang yang Sicuri, sebagian ulama, seperti Imam al-
Sysfii 9an Imam Ahmad, mengatakan bshwa barang yang dicuri harus
dikembalikan seandainys masih 392 yang 9an menggantinys kalau telzh hilang
walaupun pelakunys telzh menjalani hukuman. Ad2pun Imam Abu Hanifzh
mengatakan, sanksi hudud yang telah dijatuhkan tidak harus diikuti dengan

ganti rugi barang yang hilang.

Menurut Imam Abu Henifsh tidak wajib dikensi hukuman potong
tangan pada pencuri harta 9alam kelusrgs yang mahram karens mereks
diperbolehkan keluar masuk tanpa izin. Menurut Imam Syafii 92n Imam
Ahma? seorang aysh tidsk dikenakan hukuman potong tangan karena mencuri
harta ansknya, cucunys 9an seterusnys sampai ke bawah. Demikian pula
sebaliknya anak tidak 9apat dikensi sanksi potong tangan karens mencuri
harta ayshnya, kakeknys 9an seterusnys ke atas. Menurut Imam Abu Hanifah

tidak 392 hukuman potong tangan pada kasus pencurian antara suami dan istri.

4. Fikih murafs’at



Fikih murafs st secars bahasa memiliki arti sebagsi Hukum Acara
Peradilan Islam. Fikih murafs 'at merupakan bentuk 9ari hukum formiil yang
mengatur cara mempertahankan dan  melaksanakan peraturan hukum,
sehinggs bisa mencapai kebenaran materiil. Secars istilsh fikih murafs st
merupakan aturan-aturan yang mengatur pelsksaanan hukum tata cara
mencari kebenaran yang lengkap 9ari suatu perkara jinaysh. secara umum
hukum acara peradilan Islam (fikih murafz’at) 9spat dikstaken sebagai
susunan atau tata cara aturan bagaimana negara serta perantara slat-alat
kekuasaan suatu negara tersebut menssunakan haknya untuk memberikan

hukuman atau menghukum yang 9i9asarkan pada Al-Quran San Hadis.

Fikih murafs’at juge biss 9 pahami sebagai hukum-hukum yang
menyangkut dengan peradilan, kesaksian, 9an sumpah. Hukum ini Simaksudkan
agar putusan hakim dapat diambil secara objektif. Hukum ini jugs mengatur
hal-hal yang memungkinkan untuk menyingkap mana pihak yang benar 9an
mana pihak yang salah.” Sebagian ulama mengenal fikih murafs’at 9engan
figih qa5hs’, yakni hukum yang membshas tentang proses penyelesaian
perkara §i pengadilan. Unsur pokok yang dibshas a9alah kedudSukan hakim,
putusan, hak yang 9Silangar, penggugat 9an tergugat dalam kasus perdata
atau tersangkas 9alam kasus pidana. Hal lain yang dibshas ysitu tentang
syarat-syarat seorang hakim, pembuktian seperti pengskuan, keterangan saksi,
sumpsh, garinah, keputusan hakim yang mujtahid, muttabi’ yang mengikuti

mazhab tertentu, perihal putusan ysng mengedepankan rass keadilan,

* Satria Effendi, Ushul Figh, (Jokarta: Prenada Media Group, 2017), 86
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kedudukan perkara, tuntutan para pihak yang berperkara 9an lain

v 43
sebagainya.

Berdssarkan beberaps rumusan pengertian fikih murafs’at 9istas
apat disimpulkan bahwa fikih murafs 'at merupakan seperangkat peraturan
hukum yang bertujuan untuk memepertahankan hukum materiil 9engan segala
proses yang mengiringi mulai dari pemeriksaan, pembuktian hingge
penyampaian putusan dari majelis hakim dengan lanSasan dasarnys 292 pads

Al-Qur'an 9an Hadis serta hukum-hukum yang berlaku.

Peradilan islam 9 zaman Rasulullah membawa semua perkara untuk
diputuskan oleh Rasulullah. Meluasnya wilaysh penyebaran Islam membuat
Nabi mengutus orang-orang untuk menjadi gubernur sekaligus hakim 9i wilaysh
pemerintahan Islam yang jauh 9ari Madinah. Periode peradilan islam yang
seperti ini berjalan hinggs masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Mereka
yang menjadi pemimpin Ysersh sekaligus menjadi hakim untuk setisp

permasalahan umat.*!

Langkah-angkah yang dilakukan oleh para hakim baik itu Khulafour
Rasyidin atau sahabat lain yang menjadi hakim 9i wilaysh pemerintahan islam

9alam memutuskan sustu perkara a9alahs™

3. Mencari ketentusn hukum 9alam Al-Qur'an. Apabila 293, ia putuskan

* Muhamma® Tahmi® Nur, Menggapai Hukum Pidans I9esd Kemsslahatan Pidana Islam San
Pembarusn Hukum Pidana Nasional (Yogyakartas Deepublish, 2018), 75
* Al2i99in koto, sejarah Peradilan Islam (Jokarta : Rajawali Press, 2012),37
45 Y
1bi9.,62
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berdasarkan ketetapan yang ads dalam Al-Qur’an.

b. Apabila ketentusn hukum tidsk ads dalam Al-Qur'an, maka mencari
ketentuan hukum berdasarkan sunnah. Bila 392, mske memutuskan

perkara berdasarkan ketetapan yang ads dalam sunnsh.

c. Apabila ketentusn hukum tidak a9 dalam Alqur'an 9an Sunnah maka
seorang hakim akan menanyskan kepada sahabat-sshabat apakah nabi
pernsh memutuskan suatu perkara yang yang samapads zamannys. Jika
a3d2 yang tashu dan dapat dipertanggungjawabkan, maka memutuskan

perkara berdasarkan putusan yang sama dengan yang dipakai Rasulullah.

9. Apabila terdapat perkara yang hukumnys tidak a9s 9i tigs langkah 9i atas,
maka akan dikumpulkan para pembesar sahabat 9an bermusyawarah untuk
menyelesaikan suatau perkara. Jika telah ditemukan kesepakatan, maka

kesepakatan itu menjadi sebush putusan.

Hukum acara pidana Islam atau Fikih Murafsat memiliki beberapa

tahapaan dalam menjalankan proses peradilannya, yaknis

3. Tshap penyelidikan

Penyelidikan merupakan serangkaian proses tindakan penyidik untuk
mencari 92n menemukan sebush peristiwa yang 9idugs sebagai tindak

pidana guna menentukan bisa atau tidsknys ¥Oilakukan penyidikan yang

{
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sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam tahap penyeliﬁikan, pihak yang berwenang bisa melakukan
penggeledahan. Dari penyelidikan ini skan ditemukan suatu tindak pidana
yang benar terjadi 9an bukan sekedar persangksan sajs. Persangkasan
boleh dilakukan asal disertai dengan bukti, ataupun terdapat saksi yang
melihatnys langsung. Hukum islam sud2h lama mengenal tindakan
penggeledahan. Pad2 masa Rasulullsh 9an pads mass Khulfsur Rasyidin
penggeledahan dilakukan 9alam proses penanganan jarimsh hudud, gisss,

. a7
9an ta zir.

Proses penyelidikan bisa diiringi dengan proses penshanan sebab
penjatuhan hukuman pads pelaku jarimsh perlu menunggu jarimah yang
disangkakan pads tersangka benar-benar terbukti. Pads zaman Rasulullah
pernsh terjadi penshanan terhadap seorang lakilaki yang dituduh mencuri
unta, kemudian TRasulullsh menyuruh seorang sshabat menggeledah
untanya, Hasil dari penggeledahan yang dilakukan| oleh sahabat
menjelaskan bahwa lakilaki tersebut ternyata tidak mencuri. Berdasarkan
hasil penggeledzhan itu maka Rasulullah melepaskan laki-laki yang ditahan.
Tindakan Rasulullush merupakan langkash untuk mempermudsh proses
penyelidikan. Hikmah lain 9ari adanys penzhanana ini a9alah apabila
tersangka benar melakukan pencurian 9ia tidak mengulang perbustannys

lagi 9an apabila dia terbukti tidak melakukan jarimah yang Situduhkan

*® Andi hamzsh, “Hukum Acars Pidans Indonesis”, (Jakartas Sinar Grafiks, 2008), 119
¥ AbSullah bin Abdul Muhsin, “Suap Dalam Pandangan Islam”, (Jakarta: Gema Insani Press,
1997), 64
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maka Jia tetap terjage dari penghakiman sendiri. ®

Faktor yang mempengaruhi dalam proses penyelidikan atau

penggeledahan yang perlu diperhatikan, yaitus

1)

2)

4)

Penyelidikan atau penggeledshan terhadap orang atau tempst
pelaksansanys harus berSasarkan surat perintah yang dikeluarkan

oleh wali 3l-ma9alim.

Surat yang dikeluarkan oleh wali 3/-madalim harus berdasarkan bukti
yang cukup untuk menopang surat per‘intah. Ti92k boleh berdasarkan

pada kecurigaan saja.

Wsli 3l-ma8alim berwenang untuk mengevaluasi cukup atau tidaknys

bukti-bukti.

Bukti-bukti yang 9Oigunskan untuk menopang surat perintah
penyelidikan atau pengeledshan harus melupakan hasil 9ari tindakan-

tindakan yang sesuai hukum.

Apabila seorang lakilaki bertugss untuk menggele9ah seorang
tersangka wanita, maka tidak diizinkan untuk menyentuh bagian-bagian

yang privat dari tubuh wanita itu dalam situasi basaimanapun.49

b. Tahap Penahanan

** Abdul Qadir Audah, “Al — Tasyr’l Al-Jina'I Al-Islami”, Jil.II (Bairut: Dar al-Kitab Al-Arabi,

t.t), 150

* Abu Ya'la Al-Farra, “AlL-Ahkamu As-Shulthaniyyah”, (Bairyt: Dar al-Kitab Al-Ilmiyah, 2000), 65
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Penshanan adalsh penempatan tersangks atau terdskwa 9i sebush
ruangan dengan pembatasan rusng gersk yang merintangi seseorang yang
bergerak bebas, baik ke tempat umum maupun ke rumsh kediamannya.
Pads masa TRasulullsh menyebut tersangks atau terdskwa sebagai
tawanan. Menurut penSapat mazhab Asy-Sysfi'T yang memiliki wewenang
melakukan penshanan terhadap terdakws 9alam perkars jarimah 29alah
wali al-harbi, pejabat penyidik, penyidik pembantu, jakss, 9an jaksa
pembantu atau atau hakim Sengan penetapnys, dalam hal serta menurut

cara yang telah diatur.

Tahap Persidangan

Tahap persidangan merupakan proses pensnganan sustu perkara
jinaysh. Dalam proses persidangan & zaman Rasulullash orang yang
menjadi korban atas sebush tindakan jinaysh akan langsung mengadu pada
Rasulullah. Beliau akan meninjau perkara tersebut dengan mendengarkan
alur terjadinya kasus dari kedus belsh pihak. Kemudian Rasulullzhakan
meminta mereka untuk membuktikan bahwa apa ysng mereks adukan
kepada Rasulullah benar-benar terjadi. Setelah perkara jinaysh itu benar-
benar telah terbukti maka Rasulullahakan menjatuhkan hukuman pada

pelaku tindakan jinayah tersebut.

Islam telsh mengalami perkembangan-perkembangan seiring 9engan
turun-temurunys pemegang kekuasaan. Salah satu perkembangan 9alam

hal persidangan ialah sistematiks persidangan yang lebih runtut serts
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tempat persidangan yang sudsh memiliki tempat sendiri yskni i
pengadilan bukan lagi 9i masﬁﬁ—masﬁ&so Dalam tahap persidangan majelis
hakim wajib mengetahui hakikat 9akwaan/gugatan, dan wajib mengetazhui
hukum Allah tentang kasus yang ditangani agar dapat tercapai

penyelesaian perkara Sengan tepat dan a9il.”

Tahap persidangan yang terjedi dalam hukum pidana islam i
dalamnys  juge berisi pembuktian. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy
pembuktian ialash proses untuk menunjukkan kebenaran Sengan
menggunakan keterangan yang memiliki 9alil atau lanSasan sehinggs dapat
meyakinkan 9an 9apat diskui kebenarannya. Pembuktian merupakan salah
satu proses peradilan yang diutamakan 9alam penyelesaian suatu perkara.
Sebab tujusn dari pembuktian ini adalah adanya bahan pertimbangan bagi

majelis hakim untuk mencari kebenaran 8an mengeluarkan putusan akhir.””

Proses pembuktian bisa berjalan dengan baik apabila terdspat alat
bukti yang Sigunskan dalam melakukan pembuktian. Macam-macam alat

bukti yang bisa digunakan 92lam proses pembuktian, yaknis

1) Alat bukti pengskuan (Igrar), merupskan bentuk pengskuan adanys
hak orang lain yang diciderai yang dilakukan 9i hadapan persidangan.

Pengakuan 9apat berbentuk ucapan atau isyarat bagi orang bisu.

*° Al2i99in koto, Sejarah Peradilan Isam, 39

*' M. Salman Madkur, Al Qodlo’ Fil Islsm, Terjemah, Imron AM, Peradilan 9slam Islam,
(Surabaya? Bina Ilmu, t.t), 105

*2 Teungku M. Hasbi Ash-Shi99igieqy, Peradilan 9an Hukum Acars Islsm, (Semarang: Pustaka
Rizki Putra, 1997),129
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Pengakuan jugs bisa dilakukan 9alam bentuk tulisan, akan tetapi
sebagian Fugahs tid9%sk menerima pengskuan dalam bentuk tulisan
dengan alasan tulisan bisa serupa 9an mungkin juge bisa 292 bagian
yang dihapus. Imam Syafi'l 9an Imam Moliki berpendapat bshwa
tulisan tidak Ospat Oijadiken alat bukti karena tulisan bisa

ipalsukan.”

2) Alat bukti saksi (Bayyinah), jumhur ulama berpendapat bahwa
bayyinah merupakan sinonim 9ari syshadash (kesaksian), yang artinya
keterangan orang yang dapat dipercays 9i Sepan sidang pengadilan
dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.

Berdasarkan firman Allah pads surat Al-Bagarsh ayat 2822

S o s I5giasial ™ oblyol (1238 il BsSy
< sl Ralis) 3538 halis] 11ad ol clagall ta 1 esss aa
Llaenlalsl lagadl Lty
“Dan persaksikanlah dengan dus orang laki-laki Siantara kamu.Jiks
tidsk 292 (saksi) Sua orang lakilaki, meka (boleh) seorang lakilaki
9an Sua orang perempuan diantara orangorang yang kamu sukai Sari
para saksi (yang 292), ager jiks yang seorang lupa maka yang seorang
lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila
19ipan331|,”54
Potongan ayat Odistas menjelaskan kriteria saksi yang bisa

digunakan sebagai alat bukti 9alam suatu perkara, yskni Sus orang

saksi laki-laki, atau satu orang laki-laki dengan Sua orang perempuan

>3 H.A.Besiq Djalil, Peradilan Islsm (Jakarta: Amzsh, 2012),42
** Al-Quran Al-Karim 9an Terjemah Bahasa Indonesia, (KuSusiMenara Kudus, T.t),48
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3)

4)

yang kamu sukai, artinya saksi yang bisa menguatkan bagi pihak yang
memiliki kewsajiban membuktikan.Dalam penyampaian kesaksiannya
hakim harus memisahkan masingmasing saksi agar tidak saling

mendengar keterangan yang 1‘)isz>mp7:>|<7.-m.55

Sumpsh, merupakan sebush bentuk pernyataan kesungguhan
terhadap kenyataan yang dipegang teguh. Dalam penyelesaian perkara
sumpah dibebankan kepada tersangka. Sumpah bukan merupakan alat
bukti yang digunakan untuk menetapkan hak, penggunaan sumpah
ditempuh 9engan harapan a9anys penolakan Sari pihsk yang Siminta
melakukan sumpah 9i muka pengadilan. Penolakan melakukan sumpah
bissa menjadi petunjuk a9snys hal yang Sisembunyikn 92n enggan
untuk 9 akui. Hakim juga perlu mengingatkan bshwa penyampaian
sumpah palsu juge memiliki akibat tersendiri untuk menghindari
adanya sumpah palsu dari pihak yang terkait 9alam perkara. Redaksi
sumpah yang digunakan adalah “billahi’ atau "9demi Allah” 9an bukan

lainnya.”®

Penolakan Sumpah (Nukul), menurut Imam Ahmad, Abu Hanifsh dan
pengikutnga nukul merupakan alat bukti yang berupa penolakan
sumpah oleh pihak tersanska atau tergugat. Tersanska yang menolak
melakukan sumpsh ini kemudian dianggep kalsh 9alam perkaranys.”’

Imam Syafi'l 9an Imam Malik memiliki pendapat lain terkasit Sengan

> 1bi9.,44

*® H.A. Basiq Djalil, Peradilan Islsm, 10

" 1bi9, 53
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nukul sebagai alat bukti. Menurut mereka nukul bisa igunakan sebagai
alat bukti apabila penolakan sumpsh ini 9ikembalikan pada pihak
lawan. Dan jika pihak lawan bersedia melakukan sumpah, maka nukul
biss menjadi alat bukti yang membantu menguatkan Oalam

v 58
pengambilan putusan.

5) Qasamah, ialah alat bukti ysng berups sumpsh. Secara bshasa
gasamah merupakan sumpsh yang Sihadsapkan kepads wali dari
tertuduh pelasku pembunuhan. Para fugaha berpendapst bahwa
gasamah memiliki arti yang sama dengan sumpsh tanps 292

kekhususan sebagaimana yang dihadapkan kepada wali tertuduh.”’

6) Ilmu Qadhi, merupakan pengetahuan hakim terhadap sustu perkara
yang mana pendetahuan itu diperoleh dari luar persidangsan. Apabila
seorang hakim mengetahui seseorang melakukan tindakan jarimeh 9an
kemu®dian perkara tersebut ditangani oleh hakim 9i ruang persidangan,
maka hal inilah yang disebut dengan ilmu gadhi. Perbedsan pendapat
sudah menjadi hal yang wajar 9i kalangan fugaha termasuk jugs pada
ilmu qadhi sebagai alat bukti. Menurut Hozm ASh-Dhahiri ilmu qadhi
wajib digunskan Salam penyelessian perkara yang bersangkutan
dengan pembunuhan, sengketa harta bends, kejahatan yang Siancam
hukuman gishas, had, 9an perzinahan, baik pengetahuan itu diperoleh

sesudsh atau sebelum ia diangkat sebagai hakim. Ulama muta’akhirin

** Tbnu Qayyim Al-Jauziyah, “ALThuruq 3l-Khukmiyysh fi 3l-Siyasah al-Syar iyysh”, Terjemsh,
“Adnan Qohar, Hukum Acara Peradilan Islam”, (Yogyskartas Pustaka Pelajar, 2006), 207
*> H.A. Basiq DJalil, “Peradilan Islam”, 13
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memiliki pendapat bahwas

3) Melihat kerusakan pads masa sekarang, meka hakim sangat ti9ak
fiperbolehkan untuk menetapkan putusan terhadap sustu

perkara dengan berlandaskan pengetahuan secara mutlak.

b) Hokim ti9ak Siperbolehkan memutus suatu perkara 9engan dasar
pengetahuan, sebab adanys hak untuk menguji kebenarannys bagi

para pihak yang berperkars.®’
9. Tahap Putusan

Terakhir adalah tahap putusan, tahapan terakhir dari semus proses
persidangan 9an menyampaikan hasil 9ari musyawarah yang dilakukan oleh
majelis hakim 9i9epan persidangan. Penjatuhan hukuman 9apat berupa
pemidanaan atau membayar sejumlah denSs yang telah ditentukan,
bahkan ti9sk menutup kemungkinan 9apat terlepas 9ari segsla macam

tuntutan yang dituduhkan kepadanys.”

60
1bi9.,58
¢! Zulkarnain lubis, Dasar-Dasar Hukum Acars Jinayah (Jakarta: Prenads Media Group, 2016), 151

Ixxi



BAB III

DESKRIPSI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

NOMOR 711/Pi9.B/2020/PN.S9»

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sidoarjo

Pengadilan Negeri (PN) a92lah salah satu lembags penegak hukum yang
termasuk 9alam ranah peradilan untuk umum. Peradilan umum juges memiliki
peraturan berupa undang undang seperti UU no. 2 Tahun 1989 jo. UU no. 8
Tahun 2004 jo. UU no. 49 Tahun 2009. Un9ang undang tersebut menjelaskan
bahwa yang dimaksud pengadilan adalsh Pengadilan Negeri 9an Pengadilan
Tinggi 9alam lingkaran peradilan umum Salam sustu wilaysh. KeSudukan
Pengadilan Negeri 92 9i wilaysh kota atau kabupaten. Pengadilan Negeri
adalah suatu lembags peradilan bagi para pencari keadilan yang berads padas
tingkat pertams 9an berwenang atau memiliki tugas untuk memeriksa,

. | 62
memutus dan menyelesaikan perkara pidana mnaupun perdata.

Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah Pengadilan Negeri berstatus 1A yang
berads &i bawsh lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Wilaysh hukumnya
meliputi 9sersh Kabupaten SiSoarjo yang meliputi 9dari 18 Kecamatan dan
terdiri 9ari 325 desa. Pengadilan Negeri Sidoarjo beralamat &i Jalan Jaksa

Agung R. Soeprapto No. 10 Kabubaten Sidosrjo tepst berada & Sepan

2 A9i, Sulistiyono 9an Isharyanto.” Sistem Peradilan 9i Indonesiz I3lam Teori San
Praktik”,(Jakartas Prenadamedia Group, 2018), 2
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perpustakaan daerah Kabupaten SiSoarjo.

B. Disposisi Kasus 92lam Putusan Nomor 711/Pi19.B/2020/PN.S9»

1. Kronologi Kasus

Kronologi kejadian pada kasus pencurian kotak amal dijelaskan
untuk menSukung pembshasan permssalahan pada rumusan masalah.
Pencurian kotak amal tersebut terjadi pada tanggal 06 Juni 2020
berkisar pukul 19.00 WIB atau sekira kiranya dalam kurun waktu tersebut,
terdakwa berjalan 9ari arsh Sepanjang guna untuk mencari pekerjsan
hingge sampai 9i sebush warung roti bakar milik Suwandi 9i 9serah Jalan
Raya Juanda, Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten
Sidoarjo yang mana masih termasuk 9alam wilaysh yuridiksi Pengadilan

Negeri Sidoarjo.

Pada tanggal 06 Juni 2020 pukul 19.00 WIB atau masih dalam
bulan tersebut terSakwa Mohamma® Rizky Firmansyah berjalan dari arah
Sepanjang untuk mencari suatu pekerjaan. Hingga sesampainya terdakwa
9 JI. Raya Juands Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten
Sidoarjo, terdakwa berhenti 9i sebush warung roti bakar milik Suwandi
untuk beristirahat. Ketika hendsk tidur 9i warung tersebut, tempat
ter9akwa beristirahat terdakwa melihat sebush kotak amal Sibawah meja
warung tersebut yang berisikan uang sebesar Rp.210.000 9an langsung
memindzhkannya ke sebelah sisi kanan warung 9engan ditutupi celans

pendek milik terdakws. Kemudian terdzkws mengambil sebuah batu untuk
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membuka secara paksa melihat kotak amal tersebut masih 92lam keadaan
digembok akan tetapi aksi 9ari terdakwa yang bername Mohamma$ Rizky
Firmansyah diketahui oleh tiga orang ysng tidsk terdakwa kenali, yakni
saksi Geri In9ra Pratams, saksi M Faris Andrianto dan saksi Nur Kholik.
Selanjutnys terdakws beserta barang bukti Siamankan 9an dibswa ke

Polsek Gedangan guna penyelidikan 9an penyidikan lebih lanjut.

Terdakwa telash melakukan perbuatan sebagasimana telsh
ditetapkan pada pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 ayast (1) KUHP.
Menimbang isi 9akwaan, terdakwa menyatakan paham 9an mengerti San

tidak akan melakukan eksepsi atau menuntut keberatan.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Berdasarkan paparan kronologi yang diperoleh 9ari keterangsn
saksi — saksi 9an keterangan terdakwa, serta surat bukti 9an barang bukti
yang diajukan pada pengadilan, tuntutan pidana yang dizjukan oleh jaksa

penuntut umum adalah sebagai berikuts

3. Menyatakan ter9skwa Ter9skwa terbukti secara sah 9an meyazkinkan
bersalah, melakukan tin9ak pidana pencurianl mengambil suatu barang,
yang seluruhnya atau sebagian kepunysan orang lain, 9engan maksud

memilikinya secars melawan hukum' melanggar Pasal 362 KUHP.

b. Menjatuhkan pidana terha9ap Ter9skws Sengan pidana kurungan

selame 6 (Enam) bulan, Sikurangi selama terdakws menjalani masa
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tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

c. Menyatakan barang bukti ber‘upa, 1 (satu) buah kotak amal berisi usng
Rp. 210.000 (Duz Ratus Sepuluh Ribu Rupizh) yang dikembalikan
kepada saksi Suwandiy 1 (satu) bush batu; 9an 1(satu) bush celana

pendek yang dirampas untuk dimusnahkan.

9. Menetapkan pula agar terSakwas dibebani membayar biays perkars

sebesar Rp. 2.000,00 (ﬂua ribu ratus rupiah);'

Dalam persidangan yang telah dilaksanakan dengan beberapa saksi
yang telah diperiksa 9an telah disumpah untuk menerangkan kesaksiannya

yakni sebagai berikut:

1. Saksi Suwan®di

Pads pokoknya saksi Suwandi dibawsh sumpah menerangkan bahwa?

3. Bahwa saksi tidak pernah mengenal terSakwas 9an tidak 292 hubungan

keluarga.

b. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WIB
tepatnya 9i warung kopi roti bakar milik saksi 9i Jl. Rays Bandara RT.
03 RW. 04 Desa Sawotratap, Keecamatan Gedangan, Kabupaten

Sidoarjo.

c. Bashwa uang yang dicuri terSskwa sebanysk Rp. 210.000,00 (dua ratus

sepuluh ribu rupiah).
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9.Bahwa barang bukti berupa satu buzh kotak amal yang berisi uang tunai
yang diambil oleh terdakwa tersebut a9alah milik Warkop roti bakar 9an
sebelumnya terdskwa sudah mengambil satu bush kotak amal 9i bawsh
meja 9 9alam warkop roti bakar Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan

Kabupaten Sidoarjo 9alam keadaan terkunci.

e.Bshwa cara terdaskwa mengambil satu bush kotak amal berisi uang tunai
tidsk mengetahui Sengan jelas terdakwa mengambil barang berupa kotak
amal ysng berisi usng tersebut, karena pads ssat itu terdskwas

mengambil kotak amal saksi tidak melihatnys.

f. Bahwa akibat 9ari kejadian hilangnya satu buzh kotak amal berisi usng
tunai milik Warkop roti bakar yang dilakukan oleh terdskws tersebut
maka korban menderita kerugian materiil Sengan nilai Rp. 210.000,00

(Sua ratus sepuluh ribu rupish)

9. Bshwa menurut pengskuan terdakwa mengambil kotak amal yang

berisikan uang tersebut 9engan tujuan untuk memiliki.

h.Bahwa sebelum ®diambil kotak amal tersebut berads dibswsh mejs
warung kopi, kemudian Sipindahkan kesamping warung roti bakar milik

saksi.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan 9an tidsk keberatan.

2. Seksi M. Faris Andrianto
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Dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikuts

3. Bahwa saksi tidsk kenal Sengan terdskwa d2n tidak memiliki hubungan

keluarga.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggel 07 Juni 2020 sekira pukul 23.30
WIB tepatnys 9i warkop roti bakar Desa Sawotratap Kec. Gedangan

telah terjadi pencurian terhadap barang berupa satu bush kotak amal.

Bahwa satu buzh kotak amal yang berisi uang tunsi yang diambil oleh
terdakwa tersebut a9alah milik Warkop roti bakar 9an sebelum diambil
oleh pelaku satu bush kotak amal tersebut berads dibawah mejs
9idalam warkop roti bakar Desa Sawotratap Kec. Gedangan Kab.

Sidoarjo dalam keadsan terkunci.

. Bahwa cara terdakwa mengambil satu bush kotak amal berisi uang tunai
tidak mengetahui dengan jelas pads saat terdakwa mengambil barang
berupa kotak amal yang berisi uang tersebut karens pads saat pelaku

mengambil kotak amal saksi tidak melihatnya.

Bahwa akibat 9ari kejadian hilangnys satu buzh kotak amal berisi uang
tunai milik Warkop roti bakar yang dilakukan oleh terdakwa tersebut
maka korban menderita kerugian materiel dengan nilai Rp. 210.000,00

(Sua ratus sepuluh ribu rupish)

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan 9an tidsk keberatan.
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Terdakwa, 9i persidangan telsh memberikan keterangan yang pada pokok

nya sebagai berikut:

3. Bshwa telsh mengambil barang milik saksi SUWANDI berupa
WAHYUDI berupa 1 (satu) bush kotak amal berisi uang Rp.210.000,-
(Sua ratus sepuluh ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2020
sekira pukul 23.30 WIB bertempat 9i Warkop TRoti bakar yang
beralamat & Desa Sawotratap Kecamatan GeSangan Kabupaten

Sidoarjoy

b. Bshwa berawal pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul
19.00 WIB terdskwa berjalan 9ari 92erah sepanjang Sengan tujusn
untuk mencari pekerjaan kemudian terSzskws melintas 9i dzersh Jl.
Rays Jusn9s Dess Sawotratap Kecamatan gedangan Kabupaten
Sidoarjo kemudian sesampainys 9i depan warung kopi roti bakar milik
saksi SUWANDI, terdskwa hendak tidur 9i kursi warkop tibs - tiba
terdakwa melihat 9i bawah mejs warkop a9 satu bush kotak amal
kemudian terdakws mengambil satu bush kotak amal tersebut dengan
keSua tangan terdskwa lalu dipindahkan kotak amal tersebut ke
sebelah kanan warkop roti bskar 9an setelsh terdskwa pindah
kesebelah kanan warkop, kemudian terdakws mengambil satu bush batu
didekat warkop tersebut dengan maksud untuk membuka gembok kotak
amal dengan cara ter9skwa tutupi 9engan celans pendek milik

terdskwa kemudian padas waktu terdzskws memukul kotak amal
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tersebut dengan menggunakan satu bush batu terdaskwa ketahuan oleh
tige orang lakilaki yang tid9ak ter9skwa kenal (yskni saksi GERI
INDRA PRATAMA, saksi M FARIS ANDRIANTO 9an saksi NUR
KHOLIK) selanjutnys terSakwa beserta barang bukti i amankan 9an 9i
bawa ke Polsek Ged9angan guna Penyelidiken 9an penyidikan lebih

lanjut;

Bahwa barang yang Siambil oleh terd2kwa berupa 1 (satu) bush kotak

amal berisi uang Rp.210.000,- (19ua ratus sepuluh ribu r'upiah) H

Bahwa terSakwa mengambil 1 (satu) bush kotak amal tersebut dengan

maksud untuk makan 92n biaya hidup seharihariy

Bohwa pada waktu itu kondisi warkop roti bakar 9alam keadaan sepi

9an gelapy

Bashwa Terdskwa tidsk meminta ijin kepada pemiliknys pada saat

mengambil kotak amal berisi uang tersebut;

Bahwa Terdskwa menyesal 9an berjanji tidsk akan mengulangi lagi

perbuatannya','

Bahwa Terdskwa belum pernsh dithukum;

Penuntut Umum menga jukan barang bukti sebagai berikut?

2.

1 (satu) bush kotak amal berisi Rp. 210.000 (Dua Ratus Sepuluh Ribu

Rupiah);
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b. 1 (satu) bush batu;

c. 1(satu) bush celana pendek;
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C. lan9san Hukum Hskim 9alam  Memutusken Perkara  Nomor

711/P19.B/2020/PN.Sda

Berlandaskan disposisi kasus yang telah dijelaskan diatas, Legal Standing
yang digunakan Pengadilan Negeri Sidoarjo 9alam memutus perkara pencurian

kotak amal adalah ¢

Majelis Hakim menggunakan pasal 362 KUHP 9slam ussha memutus

perkara pencurian kotak amal yang menjelaskan:

“Barang siaps mengambil barang sesustu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, Sengan maksud® untuk Similiki secara melawan hukum,
diancam karena pencurian, 9engan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

atau pidana denda paling banysk Sembilan ratus rupish.”

Menimbang, bashwa terdskwa Ospat oianggep Oan disalahkan telsh
melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana Sisampaikan oleh JPU
(Joksa Penuntut Umum) melalui surat 9akwaan, maka setiap unsur yang
terkandung dalam pasal 362 KUHP jo pasal 53 ayst (1) KUHP harus

Sibuktikan, yaitu v

1. Barang sispa

2. Mengambil suatu barang

3. Yang Sebagian atau seluruhnys dimiliki orang lain
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4. Dengan maksud untuk dimiliki Sengan cars melawan hukum

Berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan 9elik pencurian terhadap
kotak amal. Ad2pun unsur — unsur yang membuktikan bahwa terdskwa telah

melakukan delik pencurian, yakni sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Maksu® 9ari unsur barang siapa adalah perorangan (persoonlijke)
atau Badan Hukum (rechpersoon) yang disebut subyek hukum sebagai
pelaku pendukung hsk 9an kewsjiban yang melakukan perbuatan
melanssar' hukum 9an mampu bertanssuns jawab atas apa yong telah

diperbuatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi — saksi 9i persidangan,
keterangan terdskwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang
diajukan dimuka persidangan terbukti bshwa i9entitas terdakwa tidak
disangkal kebenarannys sehinggs tidak terjsdi error in persons bshwa
terdakwalah tersangka 9alam penyidikan yang 9iSugs telsh melakukan

tindak pidana yang menjadi dasar Jakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Maksu® 9ari unsur yang pertama yaitu Barang Siapa adslah setiap orang
yang perbuatannys dapat dipertanggungjswabkan. TerSakwa Mohammad
Rizky Firmansyzh yang oleh jsksa penuntut umum ¥Oiajukan sebagai

terdakws jugs membensrkan identitas 9alam 9skwaan jaksa penuntut
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umum. Dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum menyatakan
bahwa terdakws 9alam keadaan sehat jasmani 9an rohani. Terdakws jugs
mampu menjawab dengan lancar 9an jugs tegss atas pertanysan yang
diajukan oleh majelis hakim 9an Penuntut Umum, sehinggs terdakwa

dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbustannys.

Berdssarkan pertimbangan — pertimbangan tersebut 9i atas maka unsur

barang siapa telah dipenuhi oleh terdakwa.

Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksu® dengan mengambil suatu barang adalah
berpind2hnya sustu barang 9ari kekuasaan pemilik ke 92lam kekussaan
pelaku, sedangkan yang Simaksud barang adslah sesustu yang terwujud

serta mempunyai nilai bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdsasrkan fakta sekira kiranys pads tanggal 6 Juni
2020 sekira pukul 23.30 WIB tepatnys 9i warung kopi roti bakar milik
saksi Suwandi 9 Jl. Rays Bandara RT. 03 RW. 04 Desa Sawotratap,
Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidosrjo. Pads awslnys terSskwa
berjalan dari arsh sepanjang untuk mencari pekerjsan. Lalu terSakwa
berhenti 9i sebuzh warung kopi roti bakar untuk beristirahat sejenak. Lalu
ketika terdakwa hendsk tidur setidak tidaknys pukul 23.30 WIB, pelaku
melihat 29 sebush kotak amal Oibawah mejs kemudian terSskwa
memindahkan kotak amal tersebut ke sebalah kanan warung kopi roti

bakar 9engan cara menutupings 9engan celana pendek milik terdzkws.
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Kemudian terSakwa mengambil, memungut, mencari sebuzh batu guna
untuk membuka kotak amal yang masih 9alam kon¥isi tergembok secara
paksa. Akan tetapi, bertepatan terdakws baru selesai menjalankan
aksinya, terdakwa ketangkap bassh oleh beberapa orang sehinggs
terdakwa beserta kotak amal yang berisiken uang sebesar Rp. 210.000
(Sua ratus sepuluh ribu) langsung Siamankan 9an dibaws menuju polsek
gedangan untuk dimintai keterangan juge untuk melakuan penyelidikan 9an

penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, berdasarkan fakta yang dijelaskan setelash memeriksa saksi —
saksi 9an juga mengintrogssi terdskwa, Melihat fakta bahwa terdskwa
membukanga secara paksa, memperkuat Jugaan bshwa kotak amal
tersebut memang bukan milik terdakwa 9an berdasarkan pertimbangan
tersebut Oiatas, majelis hakim menyimpulkan bahwa terd9skwa telsh

memenuhi unsur yang kedua yaitu “mengambil sustu barang’.

Unsur “sebagian atau seluruhnys kepunyaan orang lain.”

Menimbang, berSasarkan keterangan ssksi — saksi 9an keterangan
terdakwa uang yang terdapat 9i dalam kotak amal yang berada 9i warung
kopi roti bakar milik saksi Suwan®di 9i Jl. Rays Bandara Rt 03 Rw 04 Desa
Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten SiSoarjo, adalash milik
pemilik warung yang 9i9apatkan dari sumbangan para pembeli warung
sehingge terdskwa tidsk memiliki ha katas usng 9i9alam kotak amal

tersebut.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan 8i atas Majelis

berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi

Unsur “8engan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Pads tanggal 06 Juni 2020 pukul 19.00 WIB terSakws Mohammad Rizky
Firmansysh berjalan 9ari arah Sepanjang untuk mencari sustu pekerjaan.
Hingga sesampainys terSskwa &i Jl. Rays Juan9s Sesa Sawotratap
kecamatan GeSangan kabupaten Sidosrjo, terdakws berhenti 9i sebush

warung roti bakar milik Suwandi untuk beristirahat.

Sesaat ketika terdskwa hendsk tidur untuk beristirshat, terdakwa
melihat 292 sebuzh kotak amal dibawah meja warung kopi roti bakar milik
saksi Suwandi 9an langsung memindahkannys kesebelah warung tersebut
dengan menutupings menggunakan celana pendek milik terdakwa 9an
terdakwa juge mengambil, memungut sebush batu guna untuk
menghacurkan gembok pads kotak amal tersebut. Namun aksinya tersebut
dipergoki oleh tiga orang saksi yskni saksi Geri Indra Pratams, saksi M
Faris Andrianto dan saksi Nur Kholik yang kemudian langsung
mensamankan terdakwa beserta barang bukti 92n membawanya ke polsek

setempat untuk diperiksa 9an dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

Dari penjelasan Oiatas apat disimpulken bahwasanys terdskwas
Mohammad® Rizky Firmansysh sengaja mengambil kotak amal tersebut
engan niat untuk menguasi atau memiliki barang tersebut untuk dirinya

sendiri 9an dengan cara melawan hukum yang berlaku. Dengan demikian
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terdakws telsh memenuhi unsur ketigs yakni “Sengan maksud® untuk

Similiki secara melawan hukum”.

Selanjutnya dalam perkara ini terSakwa telah dikenakan penangkapan 9an
penshanan yang szh, maka masa penangkapan 9an penshanan tersebut

harus dikurangkan seluruhnys dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, sesuai Sengan terpenuhnys semuz unsur 9alam pasal 362
KUHP, majelis hakim mendapatkan kesimpulan bahwa terSakws terbukti
secara meyskinkan 9an secara sah telah melakukan tin9ak piSana pencurian

seperti yang didakwakan oleh JPU 9alam surat 9akwaan.

Menimbang, bahwa majelis hakim ti9%ak menemukan adanys alasan pemaaf
9an atau pembenaran atas perbustan 9an diri terdakwa selama persidangan
berlangsung, karena itu majelis hakim menetapkan bahwa terSskwa bersalah

9an laysk dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan pidana kurungan.

Menimbang, bshwa tujusn pemidansan tidak hanys sebagai upays
pembalasan atas apa yang telah Oiperbust oleh terSakwa melainkan juge
sebagai upays ager terdakwas mengslami efek jersh 9an tidak melakukan untuk
keSua kalinys dtkemudian hari 9an sebagai upays pencegahan untuk orang lain

agar tidak melakukan perbuatan seperti apa yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bshwa dikarenskan terd9skws dinyatakan bersalah 9an

dijatuhi hukuman pidana, maka biays perkara yang besarnys telah ditetapkan
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dalam amar putusan akan dibebankan kepada terdskwa utnuk membayar

semua biaya selama proses persidangan.

Menimbang, bahwa karena terSakws 9ijatuhi hukuman pidana lebih lama
9ari masa penshanan yang telah dilalui, maks diperintahkan agar terSskwa

tetap ditahan.
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D. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo

Pengadilan Negeri memiliki 9an menggunakan per‘timbansan- pertimbangan
hukum 9slam memutus suatu perkara, sebelum akhirnys majelis hakim
menetapkan amar putusannys 9dan atau penjatuhan sustu hukuman terhadap
suatu perkara. Perkara pencurian kotak amal dibawah wewenang Pengadilan

Negeri Sidoarjo.

Hakim mempertimbangkan terlebih 9ahulu keaSa2an yang memberatkan

9an yang meringankan sebelum menjatuhkan pidana terhadsp terdakwa.

Adapun pertimbangan 9alam keadaan yang memberatkan, yaknis

- Meresahkan masyarakat atas apa yang Silakukan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Suwandi mengalami kerugian sebesar Rp.

210.000,- (Sua ratus sepuluh ribu rupish)

Pertimbangan berdasarkan Keadsan yang meringankan, yaknis

Terdakwa mengaku terus terang atas perbuataannya.

- Terdskwa menyesali perbuatannys 92n berjanji tid2k mengulangi.

- Terd2kwa berperilaku sopan saat menjalani proses persidangan, sehinggas

memperlancar jalannys persidangan

- Terdskwa belum menikmati hasil kejahatannya
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Selanjutnya hakim menyatakan bahwa terSskwa 9ijatuhi hukuman pidana
dan dibebankan seluruh biays penanganan perkara yang akan ditentukan 9alam

amar putusan dengan memper‘timbanskan beberapa hal.

Pasal 362 KUHP 9an UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara
pidana menjadi suatu pertimbangan terhadap perkara tersebut 9engan

disertai peraturan perundangan undangan lain bersangkutan.

Berdasarkan hasil 9ari wawancara yang telah dilakuka oleh penulis pada
Lembaga Pengadilan Negeri SiSoarjo yang diwakili oleh hakim ketus pengadilan,
Hakim ketus berpendapat bahwa dasar hukum yang diambil sebagai landasan
penyelesaian perkara putusan nomor 71/Pi9.B/2020/PN.S%2. menggunskan

pemeriksaan acara biasa adalah,

3. Ketua hakim meyakini bahwa kedudukan PERMA No. 2 Tahun 2012 berada
dibawah KUHP, sehingga ketua hakim menerima tuntutan dari JPU yang
masih menggunakan KUHP yakni pasal 362 tentang pencurian biasa 9alam
dakwaannya, meskipun PERMA sudzh diberlakukan dan sudah cukup lama
beredar, akan tetapi majelis hakim merasa tidak memiliki wewenang untuk

memaksa pihak [3in menggunakan PERMA tersebut.

b. Tid2k adanya koordinasi terhadap penggunaan PERMA no 2 Tahun 2012
oleh para pihak yang berwenang sebagai penegak hukum yang bersangkutan
9an menangani perkara, baik dari pihak penyidik, penyelidik maupun
majelis hakim. Karena peraturan tersebut 9dikeluarkan oleh Mahkama

Agung menjadikan seolah hanys berlaku untuk Pengadilan saja.
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c. Bshwa ketus pengadilan merasa bshwa apa yang dilakukan oleh pelaku
dapat berakibat buruk bagi banyak orang. Apalagi barang yang Sicuri
adalah kotak amal yang funssinya untuk membantu, menolons,
bersosialisasi kepada masyarakat yang membutuhkan terutama ansk anak
yatim 9an kaum Suafah. Ketus pengadilan juge berfikir bahwa pelaku tidak
memiliki sifst empati 9an memiliki ketegaan, tidak peduli bahwa
perbuatannya tidak hanya merugikan korban (pemilik warung), namun jugs
9apat merugikan pihak pihak atau golongan golongan lain yang
bersangkutan Sengan kotak. Pads intinys, ketus pengadilan melihat dari

sedi fungsi 9an jugs tidak adanys rasa empati dari pelaku.

Dari alasan alasan tersebut ketus majelis menganggap bahwa keputusan
ketus pengadilan sangat tepat, sehingge ketus majelis tetap melanjutkan

proses persidangan dengan pemeriksaan acara pidana biasa.

E. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 711/Pid.B/2020/PN.SDA

Puncak proses peradilan atau persidangamn terdapst pads putusan
majelis hakim yang Sisampaikan oleh ketus majelis hakim. Dengan Semikian
terhadap perkara pencurian kotak amal yang tlah dilakukan oleh Mochamma®
Rizky Firmansysh sebagai terdakwa. Mengutip dari putusan Pengadilan Negeri

Sidoarjo tentang hukuman tindak pidana pencurian kotak amal sebagai berikut:

3. Menyatakan bshwa terdakws bernams Rizky terbukti secars ssh 9an
meyakinkan bersalah melakukan tin9sk piSana pencurian. Menetapkan

penjatuhan pidana atas terdakws selama 6 (enam) bulan.
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b. Menetapkan bshwa lama terSakwa 9ari hari ditangkep 9an lamanys
terdakwa 9Oitahan seluruhnya mengurangkan jumlash masa pidana yang

dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bush kotak amal 9an uang
Rp.210.000- (Sus ratus sepuluh ribu rupizh) 9i9alamnys dikembalikan
kepa9a pemiliknya yakni saksi Suwandi yang beralamat 9i Desa Sawotratap
kec. Gedangan kab. SiSoarjo. 1 (satu) bush batu 9an 1 (satu) bush celana

pendek, dirampas untuk dimusnahkan.

9. Membebankan kepada terdakwa membayar biays perkara sebesar Rp.2.500,

- (Sua ribu lima ratus rupish).

Demikian putusan 9alam sidang permusyswaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sidosrjo pada tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami,
ACHMAD PETEN SILI, SHMH. sebagai hakim ketus. JOEDI PRAJITNO,
SHMH 8an TEGUH SAROSA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juge oleh
Hakim ketus 9engan diampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh
NUNIK APRIANI IS, SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo,

serta dihadiri oleh IBNU SINA, SH. Penuntut Umum 92n terdakwa.

xci



BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 711/P19.B/2020/PN.SDA TERHADAP
PENYESUAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN PERMA
NOMOR 02 TAHUN 2012 DAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Dasar Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo Terhadap Penyesusian
Tin92k Pid2na Ringan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Nomor 02 Tzhun 2012 pads Putusan Nomor 711/Pi9.B/2020/PN.SDA

Putusn nomor 71/Pid.B/2020/PN.SDA menjelaskan tentang bagsimana
terjadinys tindakan melawan hukum yang berupa pncurian yang 9lakukan oleh
terdakwa yang Simasukkan 9alam prbuatan tindak pidana yang bersifat umum,
yakni pencurian terhadap satu bush kotak amal berisi uang tunai Rp. 210.000

yang dilakukan oleh pelaku atas nama Mohamma® Rizky Firmansyzsh.

Kejadian tersebut bermula ketika si pelaku sedang beristiharat 9i sebuah
warung roti bakar milik Suwandi 8i 9serah Jl. Rays Juanda Desa Sawotratap,
Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Pelaku berjalan dari arah 9serah
Sepanjang untuk mencari sebush pekerjsan. Kejadian tersebut bermuls pada
tanggel 06 Juni 2020 pukul 19.00 WIB pelaku merasa kelelahan 9an berhenti

9i sebush warung untuk beristirahat sejensk.

Ketika si pelaku Mohamma® Rizky Firmansyzh hendak tidur, pelaku

melihat sebush kotak amal yang disimpan oleh pemilik warung dibawah meja.
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Kemudian pelaku memindahkannys ke sebelah warung 9an mengambil sebush
batu guna merusak gembok pada kotak amal tersebut. Namun aksi si pelaku
menjadi sia sia karena perbuatan pelaku tertangksp bassh oleh saksi Geri

In9ra Pratama, saksi M Faris Andrianto dan saksi Nur Kholik.

Pelaku melakukan Tindakan tersebut 9i Jl. Rays Juanda Desa Sawotratap
kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sekitar pukul 23.30 WIB pads
tanggel 6 Juni 2020 atau sekiranys masih 9alam waktu tersebut. Pelaku
mengambil satu buzh kotak amal 9i9alam sebush warung dibawah meja milik
Suwandi. Akibatnya, dalam putusan tersebut majelis hakim memutuskan
menjatuhi Mohamma® Rizky Firmansysh dengan hukuman berups pidana
penjara selama 6 (enam) bulan 9an membayar biays perkars sebesar Rp.

2.500,00 (Sua ribu lima ratus rupish).

Majelis hakim 9alam putusannya mengsbulkan 9akwaan penuntut umum
berdasarkn KUHP Pasal 362, 9imana Mohamma® Rizky Firmansysh Sianggap

telah memenuhi unsur unsur dari tindak pidana pencurian, yskni

1. Unsur “Barang siapa”

Kata barang siapa merujuk pada orang, seseorang atau mungkin jugs
kelompok sebagai subyek atau pelaku utama pada sustu kejadian. Dalam
hal ini kejadian yang dimaksu® adalah kejadian atau peristiwa tindak
pidana. Apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur 9ari tindak
pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang distur dalam pasal

362 KUHP 9an bisa dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum
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pidana, sehinggs orang dapat disebut sebagai pelaku Sari suatu tindak
pidana, yang Jalam kasus ini Mohammad® Rizky Firmansysh merupskan

pelaku yang memenuhi unsur “Barang siapa”.

Unsur “Mengambil barang sesustu ysng seluruhnys atau sebagian

kepunyaan orang lain”

Perbuatan mengambil barang yang Simaksudkan 9alam hal ini termasuk
juga memindahkan barang yang memiliki nilai 9ari sustu tempat
penyimpanannya pads Jserah kekuasaannys untuk Odikuasai secara penuh.
Dalam kasus ini pelaku telsh memindahkan sebuzh kotak amal yang pada
saat itu berads dibawah meja Odisebush warung Siambil 9an Sipindahkan
disebelah warung tersebut. Sehinggs perbustannya dianggap telah

memenuhi unsur ini.

Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Unsur ini menjelaskan bahwa tinSakan pelasku meminSahkan barang
tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum. Bisa diartiken bshwa
tindakan tersebut tiSak menSapat izin oleh pemilik barang atau bisa
dikatakan pelaku melakukan 9engan cara Siam Siam. Pads kasus ini pelaku
mengambil kotak amal tanpa seizin dari pemilik, 9an Silakukan secars diam

diam ketika pemilik se9ang lengah.
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Tind2kan yang dilakukan oleh Mohamma® Rizky Firmansyzh benar telah
memenuhi unsur tindak pidana pencurian, sehingga majelis menggunakan pasal
362 KUHP 9alam memutuskan perkara. Namun, apabila ditelisik 9idalam
KUHP terdapat beberaps pasal yang membazhas tentang pencurian, terdapat
pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, pasal 363 KUHP pencurin Sengan
pemberatan, pasal 364 KUHP pencurian ringan 9an pasal 365 KUHP pencurian

dengan kekerasan.

Jumlah  kerugisn  yang  terters  dalam  putusan  nomor
71/Pi9.B/2020/PN.S9 ini sebesar Rp. 210.000, - (Jua ratus sepuluh ribu

rupizh), merujuk pada pasal 364 KUHP yaknis

“perbuatabn yang dijabarkan pads pasal 362 9an pasal 363 butir 4, begitupun
perbuatan yang dijelaskan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidsk Silakukan
9alam sebush rumah atau pekarangan tertutup yang ads rumshnys, jike hargs
barang yang dicuri tidsk lebih 9ari Sua puluh lima rupish, Sisnceam karena
pencurian ringan Sengan pidana penjars paling lama tigs bulan atau piSana

denda paling banysk Sua ratus lime puluh rupizh”

Melihat 9an mengacuh p% PERMA Nomor 02 tzhun 2012 tentang
penyesuaian batas batas tindsk pidana ringan dan jumlah dends Salam KUHP

pasal 2 ayat 2v

“Apabila nilai barang atau uang tersebut tidak lebih 9ari Rp.2.500.000,00 (Sua
juta lima ratus rupish) ketus pengadilan segers menetapkan hakim tunggal

untuk memeriksa, mengadili, 9an memutus perkara tersebut 9engan acara
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pemeriksaan cepat yang diatur Salam KUHAP pasal 205-210.”

Peraturan Mahkamah Agung sebenarnys tidak termasuk dalam hirarki
peraturan perundang-undangan yang terdapat 9i Jalam Undangundang, dalam
pasal 7 ayat (1) UnSangundang Nomor 12 tahun 201 menyebutkan yang

termasuk 9alam hirarki peraturan perundang yang berlaku 9i Indonesia adalah:

UUD RI Tahun 1945;

®

b. Keterangan MPR (Majelis Permustawaratan Rakyat)

c. Peraturan Pengganti Undang-undang

9. Peraturan Pemerintzh

e. Peraturan Presiden

f.  Perds Provinsiy

9. Perds Kabupaten/Kota

Meski begitu, bukan berarti adanya PERMA spat dianggep tidak
berkekuatan hukum yang kust 9an mengikat. Karena kedudukan PERMA
diatur secars terpissh pada pasal berikutnys, pasal 8 ayat (1). Menyatakan

bahwa?

“beberapa peraturan perundangundangan selsin yang terters 9an

dimaksud pada pasal 7 (1) yaitu meliputi peraturan yang telah ditetapkan oleh
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Majelis Permusyawaratan Rakyst (MPR), Dewan Perwskilan Rakyat (DPR),

Dewan Perwakilan Daersh (DPD), Mahkamah Agung (MA),...”

Selanjutnya pada pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwas

“lMperaturan perundang-undangan seperti yang Simaksud pads ayat (1)
bshwa kebera®sannys 9apat Oiskui 92n memiliki kekuatan hukum yang
mengikat sepanjang Siperintahkan oleh peraturan PerunSangundangan yang

lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangnnys”

Hakim sudah seharusnya mempertimbangkan banysk hal sebelum
menjatuhkan pidana. Misalnys faktafakta yang terungksp 9i persidangan,
serta hal-hal lain yang terksit dengan tindsk pidana yang dilakukan oleh
ter9akwa. Pencurian yang dilakukan oleh Mohamma® Rizky Firmansyzh
mempunyai jumlah nominal yang tidak lebih 9ari Rp. 2.500.000,00 (Suz juta
lime ratus rupish). Oleh karna itu, seharusnys perkasra ini termasuk kategori
pencurian ringan. Adapun 3 proses pemeriksaan dalam hukum acara piSans,

yaknis

1. Pemeriksaan Biasa

Didalam KUHP pemeriksaan biasa memilki pengertian yang kurang spesifik,
namun terdapat pengertian tentang langksh-langksh 9an proses
pemeriksaan suatu perkara seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan

Jan seterusnya.
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2. Pemeriksaan Singkat

Bagian 9ari hukum pidana 9imana proses pemeriksaan sustu perkara
dilakukan secara singkat atau ¥Oisebut jugs Hukum acara singkat.
Pemeriksaan tersebut dilakukan pads delik atau tindsk pidana yang tidak
ketentuannys tidak tercantum dalam pasal 205 KUHAP 9an yang dinilai
proses penerapan hukumnya mudzh 9an bersifat sederhana oleh penuntut

umum.

3. Pemeriksaan Cepat

Menurut pasal 205 ayat (1) KUHAP proses pemeriksaan cepat hanya
dilakukan terhadap sustu perkara yang mendapat ancaman maksimal 3
bulan pidana kurungan 9an 9enda paling banyak Rp. 7.500- (tujuh ribu lima
ratus rupish). Ketentusn 9alam proses pemeriksaan bissa jugs berlaku

pada pemeriksaan cepat selama tidak a9s ketentuan lain.

Terdapat perbedsan Siantara pemeriksaan cepat Jengan pemeriksaan biasa,

yaknis

3. Terdskwa sekalisan barang bukti, saksi, juru Bahasa (bila Siperlukan)

[angsung dihadapkan pada persidangan oleh penyidik.

b. Terd2kwa ¥Oibolehkan meminta banding apabila dijatuhi perampasan

kemerdekaan 9an dalam proses pemeriksaan hanys dilakukan oleh hakim

{
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tunggal.

c. Dalam proses pemeriksaan cepat saksi hanya mengucap sumpsh apabila

hakim menganggap perlu.

Berdasarkan 3 macam bentuk pemeriksaan perkara pada sistem Hukum
Acara Pidana diatas, pencurian yang dilakukan oleh Mohammad Rizky
Firmansysh harusnya diperiksa 9dengan sistem pemeriksaan cepat. Mengingat
nilai benda yang dicuri atau diambil oleh pelaku atas name Mohamma® Rizky
Firmansysh tid2k melebihi batas minimal pencurian biasa sebagaimana yang
tercantum dalam PERMA no. 2 tahun 2012 yskni apabila nilai barang tidsk
lebih 9ari Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupish) maks 9ianggap
sebagai pencurian ringan. Dalam peristiwa ini kerugian yang Siskibatkan oleh
tindakan terdskws a9alah sebesar Rp.210.000,00 (Sus ratus sepuluh ribu
rupizh). Namun faktanya pada putusan nomor 711/Pi9.B/2020/PN.S9> pelaku
diperiksa dengan menggunakan pemeriksaan biasa terlihat 9ari beberapa hal,

yakniy

3. Penggunaan pasal 362 KUHP oleh majelis hakim sebagai 9asar hukum

putusan.

b. Majelis hakim yang berjumlah 3 orang hakim.

c. Hukuman pidana yang dijatuhkan selama 6 (enam) bulan
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Walaupun ketus majelis hakim mampu memberikan penjelasan mengenai
hukum acara yang diberlakukan pada putusan nomor 711/Pid.B/2020/PN.S9s
seperti yang dikatakan pads saat proses wawancara 9engan penulis, hinggs
merasa tidak masalah bila memutus dengan proses hukum acara biasa. Meski
seperti itu, seharusnys hukum berlaku lebih bijak, tegas 9an benar benar
diterapkan sebagai mana telah diatur sedemikian rupa. Ketus majelis hakim
merasa bshwa pendapat ketus pengadilan cukup masuk akal, sehinggs majelis
hakim mau menerima 9an menggunakan proses pemeriksaan acara biasa 9alam

menangani perkara pada putusan nomor 711/Pid.B/2020/PN.S9s.

Putusan Pengadilan Negeri SiSoarjo nomor 711/Pid.B/2020/PN.S9 pun
memiliki relevansi 9engan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 9alam sudut pandang
hukum positifnya. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun
2012 mengatur tentang Penyesusian Batasan Tindsk Pidana Ringan dan
Jumlah Dends 9alam KUHP, akan tetapi pada analisis ini penulis lebih fokus
pada hukum acara, sehingga yang diambil dari PERMA Nomor 02 Tahun 2012

ini sebagai 9asar hukum a9alah pada pasal 2 ayat 22

“Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tid%sk lebih ari
Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupish) ketus pengadilan segers
menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili 9a2n memutus perkara
tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang distur dalam pasal 205-210

KUHAP”



Mengacuh pa®s Putusan PN. Sidoarjo nomor 711/Pid.B/2020/PN.S9%
dimana S8lam kronologings menjelaskan bahwa isi dari kotak amal yang dicuri
oleh Mohamma® Rizky Firmansysh berisi uang sebesar Rp.210.000,00 (Sua
ratus sepuluh ribu rupish). Seharusnys tindak piSana pencurian ini diperiksa
dan 9iadili fengan menggunskan pemeriksaan acara cepat seperti yang telah

dijelaskan 9an Siatur pads pasal 205-210 KUHAP.

Namun, pada kenyataannys pada Putusan nomor 711/Pid.B/2020/PN.S95.
Ketus pengadilan, ketus majelis hakim, majelis hakim tidak segera merubsh
proses pemeriksaan menjadi pemeriksaan acara cepat untuk menangani dan

memeriksa perkara tersebut. Hal ini 9apat Sisnalisis dari Putusan nomor

711/Pi9.B/2020/PN.S9% yaknis

3. Pads Putusan tersebut hakim yang menangani masih berupa majelis hakim
yang terdiri dari 1 hakim ketus 9an 2 haskim anggots, sedangkan

berdasarkan KUHAP pasal 205 ayat 3:

“Dalam acara pemeriksaan sebagasimena Oimaksud 9alam ayat (1),
pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertams dan
terakhir, kecuali 9alam hal dijatuhkan piSana perampasan kemerdekaan

terdakwa dapat minta banding.”

b. Penggunan pasal 9slam tuntutan kurang tepat dimna 9slam Putusan
Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 711/Pid.B/2020/PN.S9 pasal yang
digunakan sebagai 9asar hukum tuntutan adslah pasal 362 KUHP yang

menjelaskan tentang pencurian biasa. Sedangkan pada putusan nomor
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71/Pi9.B/2020/PN.S% menjelaskan bahwa nominal atau nilai 9ari barang
yang dicuri masih termasuk pada kriteria pencurian ringan yang seharusnys
dituntut dengan pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan. Yang pada
akhirnys hal ini 9apat memicu ketus pengadilan tidak menggunakan
pemeriksaan acara cepat dalam proses pensnganannys. Dan Sapat

berimbas juga pada hukuman yang dijatuhkan pads pelaku.

Penulis menganggap bahwa Putusan Pengadilan Negeri SiSoarjo nomor
71/Pi9.B/2020/PN.S8 masih kurang relevan terutama dengan PERMA No 2
tahun 2012 tentang penyesusian batasan tindak pidana ringan 9an jumlah
denda dalam KUHP. Dalam analisis diatas penulis berpendapat bahwatidak
a9 unsur peringanan pads dskwaan sehingge terdskwa 9idakwas dengan pasal

362 KUHP tentang Pencurian Biasa.

Sedangkan Berdssarkan faktafakta terdakws telah terbukti melakukan
tindak pidana pencurian yang Sistur dalam Pasal 364 KUHP, karena tidak
menjadikan kerugian korban sebesar ‘Rp.210.000;,- sebagai peringanan hukuman
seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga tidask memenuhi
Pasal 362 KUHP pencurian bissa, melaiken memeluhi unsur-unsur yang
terSapat pada Pasal 364 pencurian ringan yang ancaman hukumannys paling
lama 3 (tigs) bulan kurungan atau 9enda paling banyak enam puluh rupish.
Hakim sud9ah seharusnysa mempertimbangkan banyak hal sebelum menjatuhkan

pidana. Misalnya faktafakta yang terungkap 9i persidangan, serta hal-hal lain
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yang terkait dengan tindak piSana ysng dilakukan oleh terSskwa. 9alam

menjatuhkan pidana hakim harus memperhatikan asas legalitas.

Menurut Machteld Boot 392 empat sysrat ysng termasuk Salam asas
legalitas. Pertama, prinsip nullum crimen, noelspoens sine lege praviz yang
artinya tidak a9 perbustan pidans, tidsk a9s pidana tanpa UU sebelumnya.
Kedua, prinsip nullum crimen, noels poenssine lege scripta yang artinys tidak
3ds perbuatan pidans, tidak a9s pidana tanps UU tertulis. Ketiga, prinsip
nullum crime, nulls poens sine lege certs yang artinys tidsk a9 perbuatan
pidana, tidak ads pidana tanpa aturan UU yang jelas. Keempat, prinsip nullum
crimen, noela poena sine lege stricta yang artinys tidak ada perbuatan pidana,

tidak 292 pidana tanps UU yang ketat.”

Pads prinsip nullum crime, nulls poens sine lege certs yang artinys tidak
ada perbuatan pidans, tidsk ads pidana tanpa aturan UU yang jelas bermakna
bahwa rumusan perbustan pidans harus jelss, agar tidsk bersifat multafsir
sehingga = dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Ketika hakim akan
menjatuhkan pidana sebelumnys hakim melakukan proses Sengan embenturkan
antara fakta 9an aturannys, aturan ini dibangun oleh unsur-unsur perbuatan
dilakukan terdskwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pidana yang
paling tepat dikaitkan 9engan perbustan terdskws dengan Pasal 364 KUHP,
karena barang yang dicuri oleh terdskwa jike ditaksir a9alah senilai Rp.

210.000 artinys 9i bawah ketentuan batas minum yang berlaku pa92 PERMA

989y 0.S. Hiarie], Asas Legalitas 93n Penemusn Hukum 9alsm Hukum Pidans Jakarta: Erlangge
Press, 2009), 4
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Nomor 2 Tzhun 2012. Berikut ini isi dari Pasal 9an PERMA tersebut? Pasal
364 [lperbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 9an Pasal 363 nomor 4,
demikian juge perbuatan yang dapat diterangkan Sengan Pasal 363 nomor 5,
bila ti9sk Oilakukan 9alam sebush rumsh atau pekarangan tertutup yang ads
91 rumahnya, jike hargs barang yang Sicuri tidsk lebih 9ari dua ratus lima puluh
rupish, Siancam karena pencurian ringan 9engan piSana penjara paling lama

tigs bulan atau pidana denda paling banysk sembilan ratus rupizh.

Sebagai penguat 9ari analisis penulis, dibawah ini penulis paparkan

beberapa contoh putusan kasus tindak pidana pencurian ringan:

1. Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk Sengan
terdakwa Herman pgl Man 42 tahun yang 9 9akwa Oengan Pasal 364
KUHPjo PERMA Nomor 2 Tahun 2012, yang 9diputus dengan pidana
kurungan selama 10 (sepuluh) hari. Dengan dikurangi masa tahanan yang

telah Sijialani terdakwa.

2. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 80/Pid.C/2014/PN.Kis, Sengan
terdakwa Bulan Sinaga 23 Tahun yang 9i9skwa Sengan Pasal 364 KUHPjo
PERMA Nomor 2 Tahun 2012, 92n diputus 2 (Sus) bulan kurungan. 9engan

masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

3. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 18/Pi9.C/2015/Pn.Sim,

dengan terdakws Miskiadi alias Misiadi 43 tahun yang didakws Pasal 364
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KUHPjo PERMA Nomor 2 Tahun 2012, 9an diputus 2 (Sua) bulan kurungan.

dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

B. Fikih Murafsst 9an Analisis Hukum Pidana Islam atas Penyesuaian Tindak
Pidana TRingan terhadap Putusan Pengadilan Sidoarjo  Nomor

71/Pid.B/2020/PN.SDA

1. Fikih Murafaat

Dalam setiap penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana hukum
acara pidana Islam memiliki kriterianya tersendiri. Termasuk jugs pads tindak
pidana sarigah. Sarigah a9alsh dengan niat dan dengan cara Siom diam.
mengambil barang milik orang lain. Maksu® 9ari mengambil dengan cara Siam
diam ialah agar si pemilik ti9%ak mengetashuinys, misalnys mengambil barang

atau benda 9ari rumah seseorang ketika penghuninys tidak a9s.

Analisis ini membahas tentang keselarasan antara fikih murafaat 9engan
hukum acara pada putusan nomor 711/Pid.B/2020/PN.S9s., Fikih murafaat
adalah sistem pemeriksaan tindak pidana yang ada dalam hukum islam. Pada
putusan tersebut tindak pidans atau kejshatan yang dilakukan oleh pelaku
merupakan tindsk pencurian ringan dimana dalam hukum islam disebut juge

dengan Jarimah Sarigah.

Secara teoritis berdasarkan hukumannys Sarigah terbagi menjadi dua, yaknis

3. Tin9skan pencurian namun tidsk memenuhi syarat hukum potong tangsn

maka pelaku dapat Sikenakan sanksi 73 zir sebagai ganti potong tangan.
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b. Tindskan pencurian yang dihukum 9dengan sanksi Hz9. Ada Suz jenis,
pertama, tindak pencurian berskala kecil 9an memenuhi syarat sanksi ha
9an yang kedua, berskala besar, melibatkan banysk orang disertai kekerasan

9an ancaman atau biasa disebut dengan Hirabah (perampokan).

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 711/Pi9.B/2020/PN.S9»
mempunyai relevansi Sengan hukum acara yang 9igunskan dalam mengadili

putusan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada setiap tahapnys, yaknis

3. Tshap penyelidikan

Perkara pencurian yang dilakukan oleh Mochamma® Rizky Firmansysh ini
sebelumnya telah melalui tahap penyelidikan. Penyelidikean merupakan
serangkaian proses tindakan penyidik untuk mencari 9an menemukan
sebush peristiwa yang 9idugs sebagai tindak pidana guna menentukan bisa

atau tidaknys ¥dilakukan penyidikan yang sesusi dengan peraturan yang

berlaku.

Dalam kasus ini penyelidikan telah dilakukan sehinggs Sitemukan perkara
pidana dalam bentuk pencurian. Perkara ini diterima oleh pihak yang
berwenang melalui laporan 9ari pihak yang merasas dirugiken. Secars
kronologis penyelidikan yang dilakukan pada perkara ini a9alah 9alam
bentuk menggeledah guna menemukan barang bukti 9an melakukan

introgasi terhadap pelaku pencurian.
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b. Tahap Penzhanan

Penshanan a9slah penempatan tersangks atau terdskwa 8i sebuszh
ruangan dengan pembatasan ruang gersk yang merintangi seseorang yang
bergerak bebas, baitk ke tempat umum maupun ke rumzh kediamannya.
Selama proses penanganan perkara pencurian ini tersangka juge menjalani
penshanan guna mempermudah proses penangsnan 9an mencegsh
tersangka melarikan 9iri. Penempatan tersangks 9i rusng security jugs
termasuk penshanan meskipun hal itu terjadi sebentar sebelum akhirnya
petugas kepolisian 9atang untuk melakukan penanganan lebih lanjut.
Sebelum berkas perkara sampai 9i mejs persidangsn, selama proses
persidangan, sampai pembacaan putusan tersangks jugs menjalani proses

penzhanan.

c. Tahap Persidangan

Tahap persidangan adslah proses pemeriksaan 9an pembuktian untuk
membuktikan 9an memeriksa kebenaran atas suatu perkara dengan
menunjukan fakta didalam persidangan. Diperlukan jugs bukti bukti untuk
meyakinkan bahwa tersanska benar melakukan hal tersebut agar Japat
menjatuhi hukuman kepa9a tersangka. Adapun beberapa macam alat bukti
yang dapat dipakai untuk membuktikan suatu perbuatan tersangks benar

terjadi 9an pantas diadili.

Alat bukti yang digunakan 9alam perkara ini adalah saksi, 9alam hukum

islam disebut Bayyinsh. Dalam putusan distas, JPU (Jsksa Penuntut
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Umum) mengajukan Sua orang saksi yskni Suwandi (pemilik warung) 9an
Faris Andrianto (tetangge korban). Sesusi 9engan ayst 282 sursh Al-

Bagarah yang mengatakan bahwa jumlah saksi paling sedikit dua orang laki

laki.

. Tahap Putusan

Terakhir adalah tahap putusan, tahapan terskhir 9ari semus proses
persidangan setelah memeriksa beberapa bukti, mendengar 9an memeriksa
kesaksian saksi, mendengar pengskusn dari tersangks. Majelis hakim akan
bermusyawarah untuk menentukan penjatuhan hukuman seperti apa yang
pantas untuk tersangks. Setelsh itu ketus majelis hakim harus
menyampaikan keputusan yang telah dimusyawarahkan dimuka persidangan.
Perkara pencurian yang dilakukan oleh terSskwa Mochammad Rizky
Firmansysh telah Siperiksa 9an telsh dilakukan pembuktian 9i muka
persidangan. Ager Japat jawaban yang selaras maka majelis hakim
berkewajiban untuk bermusyswarah supays dapat menjatuhi terdakws

hukuman yang setimpal.

Secara teoritis Putusan nomor 71/Pi8.B/2020/PN.S% telah
mencapai 9an memenuhi tahap tahap penanganan yang sesuai dengan Fikih
Murafaat. Dapat dipastiken bshwa putusan yang telah Sisnalisis oleh
penulis memiliki kesinambungan 9engan Fikih Murafaat. Dalam proses
penelitian, penulis menemukan beberapa perbedaan 9an persamasan antars

Fikih Murafsat 9engan perma no 2 tahun 2012 9alam menganilisis putusan



nomor 71/pid.b/2020/pn.sds.

Dalam sebush karys ilmizh pasti ditemukan sustu persamaan maupun
perbedaan apabila menggunskan Suz sudut pandang seperti pada skripsi ini.
Penulis menggunakan hukum islam (Fikih Murafaat) 9an hukum positif (Perma No.
2 tahun 2012) yang dikhususkan pada hukum acara pemeriksaan cepat 9alam
menganilisis Putusan nomor 711/Pid.B/2020/PN.S9. penulis akan memaparkan

persamaan dan perbedaan secara singkat dalam analisis ini.

1. Persamaan fikih murafsat Sengan Perma No 2 Tahun 2012 dalam
menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor

71/Pi9.B/2020/PN.S9»

Fikih Murafsat merupakan hukum formiil 9alam hukum pidana islam
sedangkan hukum acara cepat a9alah hukum formiil 9alam hukum positif.
Pun demikian tid%sk menutup kemungkinan bahwa keSuanys memiliki

persamaan. Beberapa persamaan kedua system tersebut ialah:

3. Kedusnya membahas tentang aturan agar 9apat mempertahankan
suatu aturan yoang telah ﬁitetapkan. Suatu sistem peneaakan hukum

berbentuk materiil.

b. Keduanys sama sama menjalani proses yang sama seperti penyelidikan,

persidangan dan penjatuhan putusan didalam persidangan.

c. Hukum acara cepat 9an Fikih Murafaat, keSuanys mempunyai alat bukti

seperti kesaksian korban 9an pengskuan pelaku.
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2. Jike 392 persamaan maka Oipastikan puls a9anys perbedsan Oiantars

keSuanya 9alam menganalisis Putusan nomor 711/Pid.B/2020/PN.S93.

Selanjutnga akan membahas tentang perbeﬂaannga, gakni:

3. Hukum acara cepat merupakan sistem hukum positif, sedangkan Fikih

Murafzat a9slah sistem hukum islam.

b. Dalam persidangan hukum acara cepat ¥dilakukan oleh hakim, namun
apabila terdakwa dijatuhi hukuman perampasan kemerdekaan maka
d2pat mengajukan banding. Berbeds dengan persidangan Salam Fikih

Murafaat yang dilaksanskan 9engan adanys majelis hakim.

c. Apabila hakim berkehendzk lain maks saksi Sapat mengucap sumpsh
sebelum bersaksi, meski sebenarnys 9alam hukum acara singkat tidak
diperlukan. Berbeda halnya 9dalam Fikih Murafast sebelum bersaksi,

saksi 9iharuskan untuk bersumpah terlebih 92hulu.

2. Analisis Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Islam, suatu perbuatan Sianggap sebagai tindak pidana
(jarimah) apabila telsh memenuhi setiap unsur 9an syarat sysrat yang

telah Oitetapkan, yaitus

3. Mengambil harta secaras diam-diam
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Maksudnya adalsh mengambil harta atau benda tanpa
sepengetahuan pemilik 9an secara sepithask menguasai barang tersebut.
Seperti dengan sengaja mengambil barang milik orang Ketika si pemilik
sedang tidak memperhatikan. Dalam kasus ini, sekitar pukul 23.30 WIB
pada tanggal 6 Juni 2020 Pelaku mengambil satu bush kotak amal
9idalam sebush warung Sibswah mejs milik Suwandi tanpa izin 9an

berniat membukanya secara paksa menggunakan sebush batu.

Dalam kasus diatas pelaku telsh memindahkan barang yang telah
Sicuri dari tempat yang semestinya. Maksud dari tempat semestinys
ialah tempat korban menaruh 9an menyimpan baran3 tersebut yang
berupa kotak amal. Kotak amal tersebut Sipasang gembok dengan
tujusn agar menjage supays tidsk dapat dibuka oleh orang lain selain

pemegang kunci tersebut.

Barang yang dicuri berupa harta

Yang dimaksud a9alah barang tersebut merupakan barang atau
bends bergerak, barang tersebut merupskan harta yang berhargs,
barang disimpan ditempat yang semestinys 9an jumlash barang yang

dicuri mencapai nisab.

Di 9alam kasus ini terdakwa belum sempat menikmati hasil uang
yang ads pada kotak amal, harta yang Oicuri ti%sk mencapai nisab
pencurian. Jumhur 9ari ulama Maliki, ulama Syafii 9an ulama Hanabilah

berpendapat bshwa nisab pencurian a9alah seperempat dinar syari
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atau tigs dirham syari murni. Atau yang senilai Sengan itu. Hanya saja,
menurut ulama Maliki 9an ulama Hanafi, pensksiran nilai harga untuk
barang-barang curian selsin emas dan persk, adalsh dengan
menggunakan patokan dirham, seSangkan menurut ulama Syafii a9alah

dengan menggunakan patokan seperempat dinar.

Jadi, 91 sini berdasarakn nisab nys diklasifikasikan pencurian Sua

macam, yaituy (1) pencurian Sengan hukuman ha99, (2) pencurian yang

hukumannya ta’zir. Pencurian yang dikenakan hukuman had9 29alah
yang memenuhi syarat-syarat hukuman had (pencurian kecil 9an
pencurian besar seperti merampok),Ta’zir adalah pencurian yang tidsk
memenuhi syarat-syarat penerapan ha99, Yang terdiri dari, (1) semus
jenis pencurian yang dikenai hukuman ha99, tetapi sysratnys tidak
terpenuhi, (2) mengambil harta 9engan sepengetahusn pemilik tanpa
kerelaan 9an tanpa kekerasan, contohnys menjambret, (3) ti9ak

mencapai nisab, batas nisab ysitu  Sinar.

Harta yang dicuri merupakan milik orang lain

Disyaratkan 9alam pidana pencurian bahwa sesuatu yang Sicuri itu
merupakan milik orang lain. Yang 9imaksud® dengan milik orang lain
adalah bahwa harta itu ketika terjadinys pencurian adalah milik orang
[3in 9an yang dimaksud dengan waktu pencurian adalah waktu pencuri
memindah harta 9ari tempat penyimpanannys Atas dasar ini, maks

tidsk 292 hukuman had dalam pencurian terhadap harta yang status
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pemiliknya bersifat syubhat. Dalam kasus ini, pencuri diancam dengan

hukuman takzir.

Menurut penulis kotak amal a9alah baitul mal dimana dalam kasus
barang yang dicuri milik baitul mal bisa dianggap 9tz memiliki bagian 9i
dalamnya, atau seperti seorang aysh mengambil harta ansknys, atau
seorang suami mengambil harta istrinys. Dari beberapa kasus tersebut
maka barang atau harta tidak dapat Sikataksn telah diambil dari
tempat penyimpanannya. Memang benar harta tersebut milik seseorang,

maka untuk mengadili pelaku hanya akan diberi hukuman takzir®

9. A9 itiked tidak baik atau melanggar hukum

Seseorang yang dengan sengajs atau direncanskan mengambil
barang milik orang lain dengan maksu® memiliki, sedangkan 9z tahu

bahwa hukum mencuri itu salah.

Menurut penulis, terSakwa (9alam kasus pencurian kotak amal 9iatas)
telsh memenuhi semua rukun Sarigah keculi nisab pencurian. Karna
terdakwa tidsk memenuhi unsur nissb maka hukuman potng tgangs tidak
apat terealisasikan namun digantio dengan hukuman trakzir yang Simana

bergantung pads seorang Uli Al-amri.

* A. Rohman, Penjelssan Lengkap Hukum — Hukum Allsh (Sysrizh), (Jokarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2002), 337
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Terdapat tigs macam alat bukti untuk membuktikan bahwa seseorang

telah melakukan Tindak pidana pencurian, ysitus

o2,

Saksi

Orang yang menysksikan secara langsung kejadian. TerSapat 2 orang

saksi yaitu Suwandi dan M. Faris Adrianto dalam kasus diatas.

Pengakuan pelaku

Pelaku membenarkan bahwa apa yang dituSuhkan kepadanys
merupakan suatu kebenaran. Menurut Zshiriyah, apabila pelaku sudzh
mengamini tuduhan atas diringg maks tidsk perlu dipertanyskan
Kembali, cukup satu kali. Imam Malik, Imam Abu Hanifsh, 9an Imam
Syafii juge berpendapat demikian. Akan tetapi Imam Abu Yusuf, Imam
Ahmad, dan Syizh Aidiysh berpendapat agar lebih meyskinkan maka
pengakuan perlu 9an harus pertanyskan sebanysk Sua kali. Pada kasus
yang berkaitan pelaku telash mengskui 9an membenarkan apa yang

dituduhkan kepadanys 9i dalam persidangan.

Dengan sumpsah

Menurut pendapat Mawardi Muslich penggunaan sumpsh yang
dikembalikan (3l-Yamin al-MarSu9sh) sebagai alat bukti untuk tindak
pidana pencurian merupakan tindakan yang riskan 9an kurang tepat,
karena hukuman untuk tindsk pidana ini sangat berat sehinggs

diperlukan ketelitian 9an kecermatan dalam pembuktian. Menurut
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penulis alat bukti 9an pengskuan terSakwas 9alam putusan sudsh bisa
dijadikan pertimbangan dalam menentukan hukuman yang 3akan

Sijatuhkan kepada terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
71/Pi9.B/2020/PN.S9. Menyatakan bahwa terdakws Rizky terbukti secara
ssh 9an meyskinkan bersalah melakukan tin9sk piSana “pencurian’,
Terdskwa Oipidanan 9engan 6(enam) bulan tahanan 92n membebanan
kapada terdakwa mmbayar bisys perkara sebesar Rp. 2.500,- (Sua ribu lima
ratus rupish). Sedangkan berdasarkan hukum pidana Islam seorang pencuri
kotak amal 9engan nominal yang belum mencapai nisab Sihukum dengan

hukuman takzr.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai hasil penjabaran yang telah 9ianalisa 9an diteliti oleh penulis,
maka 9dalam karys ilmish ini berhasil mendapatkan beberapa kesimpulan
yang dapat menjadi jawaban dari rumusan masalah sebagsimana telzh

dirumuskan. Beberapa kesimpulan tersebut ialzhs

1. Msajelis hakim PN SiSoarjo 9alam mengadili perkara pads Putusan
nomor 71/Pid.B/2019/PN.S9% memiliki pertimbangan bahwa pelaku
telah membusat resash masyarakat 9an merugikan saksi Suwandi. Namun,
adapun hal hal ysng meringankan seperti tersangks mengakui
perbuatannys, terdakws menyesal 9an berjanji ti9%sk mengulangi lagi,
terdakwa berperilaku sopan ssat persidangan 9an terdskws belum

menikmati hasil kejzhatannya.

2. Putusan nomor 711/Pid.B/2019/PN.S9 masih memiliki suatu relevansi
terhadap Figih Murafaat. Sedangkan apabila dikasitkan dengan Perma
nomor 2 tzhun 2012 masih belum bahkan tid2k terdapat sustu
relevansi. Figih Murafsat merupakan sistem hukum pidana Islam
sedangkan Persamaan yang paling dominan a9alah keSuanys

merupakan sistem penanganan perkara dan bentuk penegakan hukum
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materiil, sedang per'bex%anga fikih murafaat mer‘upakan sistem Hukum
pidana islam sedang Salam Perma No 2 tahun 2012 392 pembahasan
tentang hukum acara cepat yang termasuk 92lam sistem hukum pidana

positif.

B. Saran

Melihat dari kesimpulan diatas, maka penulis Sapat memberikan saran

yang mungkin d2pat dipertimbangkany

1

Untuk kedepannys sebagai aparat penegak hukum sebaiknya meneliti
lebih 9etail sustu perkara agar dapat menentukan 9an lebih bijak
untuk memilih atau memutuskan pasal yang akan Sigunskan sebagai

dakwaan 9alam menyelesaikan suatu perkara.

Alangkah lebih baik apabila setisp aparat penegek hukum saling
bekerja sama 9an berkoordinasi 9alam hal penyelidikan, penyidiken
hingga ke ransh peradilan agar setiap peraturan peraturan, undang
undang, khususnys PERMA No 2 tahun 2012 92pat terlaksana dengan

sebaik baiknya.
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